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    Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas? Kata pengantar 

Pada akhir tagun 2014, penerapan undang-undang Uni 
Eropah mengenai label minyak kelapa sawit pada produk 
makanan akan mengakibatkan kenaikan permintaan untuk 
produk dengan minyak kelapa sawit yang diproduksi secara 
bekelanjutan. Berapa besarkah keberlanjutan sertifikasi 
RSPO, yang merupakan inisiatif suka rela industri? Apakah 
RSPO dapat menyebabkan kemajuan atau lebih efektifkah 
memakai instrumen negara untuk mengatasi pelanggaran 
HAM dan pengrusakan alam? Pertanyaan-pertanyaan 
inilah yang ingin kami tangani di brosur ini.

Sejak bertahun-tahun sejumlah organisasi mitra dari Brot 
für die Welt dan Vereinte Evangelische Mission menaruh 
perhatian khusus terhadap kerusakan ekosistem yang 
sangat berharga, serta pada konflik-konflik kekerasan 
sosial yang terjadi akibat pesatnya ekspansi budidaya 
kelapa sawit. Bersama-sama mereka berkomitmen agar 
hak-hak para petani dan masyarakat adat dihormati serta 
dilindungi. 

Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak 
tidak dapat mengharapkan bantuan dari negara. Di banyak 
negara, situasi tersebut ditandai dengan Undang-Undang 
yang saling bertentangan, hak atas tanah yang tumpang 
tindih dan tidak pasti, operasi-operasi ilegal, korupsi dan 
kurangnya jaminan hukum. Kewajiban untuk memenuhi 
hak-hak asasi manusia kerap tidak diperhatikan atau 
pelaksanaannya di lapangan yang kurang berhasil. 
Berdasarkan latar belakang ini, maka dicari solusi untuk 
dapat memperbaiki situasi mereka tersebut dengan cara 
melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pemilik 
perkebunan serta menuntut agar pihak industri dengan 
sendirinya mau berkomitmen secara sukarela.

RSPO (Roundtable on S ustainable Palm O il) 
merupakan inisiatif terbesar yang menaruh perhatian 
dalam sektor minyak kelapa sawit. Inisiatif ini diprakarsai 
oleh pihak industri dan masyarakat sipil secara sukarela 
dengan mendirikan sebuah forum pada tahun 2004 
yang bertujuan untuk mengadakan sertifikasi minyak 
kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan 
serta mempromosikannya. Sementara kebanyakan 
media memberitakan tentang kelemahan-kelemahan 
RSPO, instansi pemerintah justru lebih menunjukkan 
kemitraannya dengan pihak industri.

Dalam kajian berikut, kami ingin memberikan 
gambaran tentang harapan dan realitas terhadap 
RSPO. Penulis Friedel Hutz-Adams dan Ann-Kathrin 
Voge mencoba menggambarkan struktur dan fungsi 
dari RSPO serta mencari potensi-potensi dan juga 

Kata pengantar 

kelemahan-kelemahan dalam kriteria sertifikasi dan pada 
prinsip-prinsip yang diterapkan dalam produksi minyak 
sawit berkelanjutan.

Untuk tujuan ini, kami telah menganalisa banyak 
penelitian dan meminta 16 orang wakil dari sejumlah 
perusahaan dan LSM untuk melakukan penilaian 
terhadap perkembangan yang terjadi di pasar minyak sawit. 
Mereka sependapat bahwa RSPO mungkin telah membawa 
sejumlah perbaikan, tetapi mereka juga sadar akan fakta 
bahwa RSPO belum sepenuhnya berhasil menunjukkan 
kinerja kerja seperti yang dijanjikannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar dari situasi buruk 
tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan 
standardisasi secara sukarela saja, tetapi harus diatasi 
dengan cara menuntut pemerintah dari negara-negara 
produsen untuk menerapkan Undang-Undang yang 
berlaku serta menunjukan batasan-batasan tertentu pada 
perusahaan-perusahaan terkait.

Organisasi Brot für die Welt dan Vereinte Evan ge-
li   sche Mission berpendapat bahwa sistem sertifikasi yang 
menjanjikan “keberlanjutan” pada konsumennya jelas 
membutuhkan kriteria-kriteria dan kontrol pengawasan 
yang lebih ketat. Tugas kristiani organisasi kami di sini 
adalah ikut berperan serta dalam upaya penguatan 
masyarakat sipil. Sebagai ‚Watch Dog‘ kami ingin 
menunjukkan kegagalan pemerintah dan pelanggaran 
atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemilik 
perkebunan, serta berperan aktif dalam mendukung hak-
hak penduduk setempat.

Selain itu, organisasi kami akan terus memantau 
secara kritis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat 
permintaan yang semakin meningkat di Eropa, serta 
memberikan informasi kepada para konsumen minyak 
kelapa sawit tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari 
pembudidayaan kelapa sawit di negara-negara produsen. 
Penggunaan minyak kelapa sawit yang meningkat sebagai 
bahan baku industri kimia dan sebagai bahan bakar 
nabati telah mendorong terjadinya ekspansi perkebunan 
kelapa sawit secara besar-besaran dengan mengorbankan 
lingkungan dan mengabaikan penduduk setempat.

dr. klaus seitz
Kepala Bagian Politik
Bread for the World – Protestant Development Service

dr. jochen motte
Deputi Sekretaris Eksekutif 
United Evangelical Mission
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Bab 1 Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas? 

Bab 1

Pendahuluan

Permintaan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati 
terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan 
minyak sawit tidak hanya untuk dikonsumsi oleh manusia, 
tetapi juga untuk digunakan sebagai bahan bakar dan 
sebagai bahan baku dalam industri kimia. Meningkatnya 
konsumsi global ini telah mengakibatkan terjadinya 
ekspansi atau perluasan lahan secara terus menerus. 
Berbagai laporan dan studi telah membuktikan tentang 
sejumlah kerusakan hutan hujan tropis, pengusiran 
penduduk lokal atau pemberian kompensasi yang tidak 
memadai pada penduduk yang tinggal di daerah tersebut. 
Belum lagi kondisi kerja di perkebunan yang sering tidak 
mengikuti standar internasional ataupun mengikuti 
standar hukum setempat. Menurut banyak kritikus, 
penanaman kelapa sawit secara monokultur dalam 
areal yang luas sungguh tidak memungkinkan untuk 
menghasilkan kelapa sawit yang berkelanjutan, apalagi 
budaya polikultur (penanaman berbagai jenis tanaman), 
hampir sama sekali tidak dipraktekkan di daerah manapun.

Organisasi-organisasi mitra dari Brot für die Welt dan 
Vereinte Evangelische Mission telah mengangkat masalah 
ini sejak bertahun-tahun. Namun demikian, perkebunan-
perkebunan terus saja berkembang, terutama di Indonesia 
dan Malaysia. Demikian juga semakin meningkat di Afrika, 
Amerika Tengah dan Selatan serta Papua Nugini.

RSPO (Roundtable on S ustainable Palm O il) 
didirikan pada tahun 2004 sebagai respon untuk 
menanggapi masalah-masalah sosial dan lingkungan di 
negara-negara produsen. Inisiatif yang bersifat sukarela 

ini diprakarsai oleh pihak industri dan masyarakat 
sipil dan  bertujuan untuk mempromosikan produksi 
dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Untuk 
menjamin hal tersebut, telah disusun serangkaian kriteria 
yang mempunyai jangkauan luas. Semua perusahaan-
perusahaan anggota RSPO harus menerapkan kriteria-
kriteria tersebut yang kepatuhannya dipantau secara 
independen. Jika kriteria-kriteria tersebut dipatuhi, tentu 
hal itu akan membawa pada perbaikan yang signifikan 
dalam sektor kelapa sawit. Walaupun begitu, selalu saja 
terdapat  tuduhan yang menyatakan bahwa anggota RSPO 
sendiri yang tidak mematuhinya. Oleh sebab itu timbul 
pertanyaan tentang bagaimana cara mengevaluasi RSPO. 
Di satu sisi, RSPO bisa dilihat sebagai suatu pendekatan 
yang melakukan banyak perbaikan, tetapi di sisi lain – jika 
mengingat banyaknya masalah yang dihadapi RSPO 
dalam menegakkan standarnya- maka mungkin akan lebih 
baik, jika RSPO juga mencari alternatif lain dalam upaya 
melawan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran 
hukum lingkungan hidup.

Landasan diskusi dalam kajian ini adalah pemaparan 
tentang fungsi, dampak dan kelemahan-kelemahan RSPO 
dengan mengambil latar belakang pada perkembangan 
pasar dunia. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan 
diminta untuk menilai efek dan manfaat dari RSPO. 
Berdasarkan penilaian ini akan disusun sejumlah 
rekomendasi yang dapat dipakai untuk penanganan lebih 
lanjut dalam sektor kelapa sawit.

“Ada kemungkinan untuk dapat menjadikan sepenuhnya pasar minyak kelapa 
sawit berkelanjutan. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dicapai dalam jangka 
panjang dan dengan komitmen yang cukup. RSPO dalam melaksanakan prinsip-
prinsip dan kriterianya, sangat bergantung pada niat baik dari perusahaan-
perusahaan dan dari badan-badan pemerintah daerah setempat. Ada beberapa 
kasus, dimana anggota tidak mematuhi peraturan. (...) Anggota-anggota 
organisasi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria yang ditentukan, 
dapat saja keluar dari keanggotaan RSPO walaupun sedang berada dalam proses 
pengaduan, sehingga dengan demikian terhindar dari aturan RSPO. RSPO 
memang memantau kegiatan- kegiatan para anggotanya [tetapi] RSPO tidak bisa 
memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan itu”.  Jawaban RSPO terhadap Kritik 1

1 — dikutip dari: The Guardian, 6.11.2013 (terjemahan sendiri).
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    Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas? Bab 2 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pasar minyak nabati 
yang berasal dari buah kelapa sawit telah berkembang 
secara pesat. Saat ini, produksi minyak kelapa sawit 
dan produksi minyak inti sawit telah mengambil bagian 
sekitar 39 persen dari produksi minyak dunia. 

Dari semua prognosa yang ada, konsumsi minyak 
sawit di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan 
terus meningkat secara besar-besaran, sehingga konflik-
konflik sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh 
perluasan global lahan pertanian tidak dapat dielakkan 
lagi.

Bab 2

Budidaya Kelapa Sawit –
Perkembangan Pasar

Kelapa sawit

Rapa

Kacang tanah

Bunga matahari

Kelapa

Kedelai

Biji Kapas

Wijen

3.500 – 8.000

1.000

980

800

395

375

173

159

Sumber: CIFOR 2009: 11; USDA 2009

Tanaman kelapa sawit memberikan hasil panen yang 
sangat besar. Sebagai bandingan: Satu hektar perkebunan 
kedelai menghasilkan minyak sebanyak 0,35 ton dan dari 
satu hektar perkebunan rapa menghasilkan sekitar satu ton. 
Sebaliknya, kelapa sawit menghasilkan 3,5 ton per hektar 
dan jika perkebunannya dipelihara dengan baik, maka 
akan menghasilkan produksi yang bahkan jauh lebih tinggi 
lagi. Kalau mengingat luas lahan yang tersedia semakin 
langka, seharusnya penanaman kelapa sawit secara tidak 
langsung mempunyai dampak positif terhadap cadangan 
bahan pangan di masa depan. Hal ini dikarenakan luas 
lahan yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit lebih 
kecil dari luas yang dibutuhkan oleh tanaman pangan 
lainnya. Oleh karena itu, besarnya lahan yang dibutuhkan 
oleh satu jenis tanaman pangan menjadi semakin penting 
peranannya, karena jumlah lahan pertanian yang masih 
bisa ditanami semakin berkurang akibat erosi atau akibat 
pengalihgunaan lahan untuk pemukiman dan industri 
atau akibat perubahan iklim. Begitupun permasalahan 
ini sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 
Sementara itu populasi dunia terus bertambah, sehingga 
persoalannya adalah bagaimana memproduksi lebih 
banyak bahan pangan di atas lahan pertanian yang semakin 
kurang subur. Oleh sebab itu, jenis tanaman pangan yang 
mampu menghasilkan banyak panen dalam sebuah lahan 
akan menjadi semakin penting peranannya di masa depan, 
guna mencukupi penyediaan pangan bagi populasi dunia. 

Grafik 1: Produksi minyak nabati, 1980 – 2014 
(dalam juta ton)

Sumber: Teoh 2010: 7; USDA 2014: 6
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Grafik 2: Produksi minyak: Hasil rata-rata panen
(dalam kilogram per hektar)
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Bab 2 Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas? 

1982-84 1992-94 2003/04 2010/11 2011/12 2012/13 2013/141

Seluruh dunia 4.536 10.113 21.610 36.854 39.024 42.530 43.269

Indonesia 435 1.815 7.856 16.423 18.452 20.300 21.300

Malaysia 2.981 6.291 11.602 16.596 16.600 18.000 17.500

Papua-Nugini tidak ada data tidak ada data tidak ada data 577 587 620 640

Thailand tidak ada data tidak ada data tidak ada data 382 290 420 520

Sumber: Toepfer 2009: 36; USDA 2010a, 2010b, 2014: masing-masing hlm. 14 1 Perkiraan

1982-84 1992-94 2003/04 2010/11 2011/12 2012/13 2013/141

Seluruh dunia 4.336 9.489 21.733 36.297 38.825 41.712 42.596

India 628 237 3.486 6.661 7.473 8.307 9.000

Cina 32 1.296 3.710 5.711 5.841 6.589 6.600

Uni Eropa 840* 1.668** 3.371 4.944 5.708 6.300 5.800

Pakistan 381 1.051 1.297 2.064 2.218 2.200 2.450

Malaysia  tidak ada data tidak ada data tidak ada data 1.593 1.850 1.645 1.675

Amerika Serikat tidak ada data tidak ada data tidak ada data 980 1.032 1.285 1.300

Mesir tidak ada data tidak ada data tidak ada data 1.277 1.204 975 1.225

Bangladesh tidak ada data tidak ada data tidak ada data 996 984 1.050 1.100

Singapur tidak ada data tidak ada data tidak ada data 656 854 750 850

Iran tidak ada data tidak ada data tidak ada data 634 610 730 740

Lainnya tidak ada data tidak ada data tidak ada data 10.781 11.051 11.881 11.856

Sumber: Töpfer 2009: 38; USDA 2010b, USDA 2014: masing-masing hlm. 14 1 Perkiraan; *dulu 10 Anggota Uni Eropa dan **15 Anggota Uni Eropa

Namun, pada saat yang bersamaan, budidaya monokultur 
pada lahan pertanian yang sangat luas juga membawa 
dampak ekologis yang luar biasa besarnya – termasuk 
tanaman kelapa sawit. Budidaya tanaman campur dengan 
berbagai jenis tanaman pangan lainnya tidak saja dapat 
memperbaiki ketahanan pangan di daerah setempat, 
melainkan juga memungkinkan perolehan berbagai jenis 
panen dari atas lahan yang sama besarnya.

Saat ini produksi minyak kelapa sawit sangat 
terkonsentrasi hanya di beberapa negara dan di tangan 
beberapa perusahaan besar saja. Malaysia dan Indonesia 
memproduksi sekitar 86 persen dari jumlah panen dunia.
Berdasarkan tabel di atas, maka Malaysia dan Indonesia 
juga mendominasi perdagangan di pasar dunia. Kedua 
negara tersebut memasok sekitar 90 persen dari volume 
perdagangan internasional minyak kelapa sawit. Yang 
menjadi perhatian adalah pertumbuhan produksi dan 
pertumbuhan ekspor terbesar terjadi di Indonesia.

Menurut perkiraan, dalam beberapa tahun ke depan 
pengembangan kelapa sawit akan diperluas, terutama ke 
daerah-daerah tropis Afrika dan dengan demikian juga 
beserta segala permasalahannya.

Tabel 1: Minyak kelapa sawit: Ekspor dalam 1000 ton

Tabel 2: Minyak kelapa sawit: Impor dalam 1000 ton

Grafik 3: Minyak kelapa sawit: Produksi dalam 1000 ton

Sumber: USDA 2014: 14
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    Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas? Bab 2 

Pertumbuhan di pasar minyak sawit tidak hanya 
didorong oleh ekspor, tetapi juga diakibatkan oleh 
meningkatnya konsumsi di negara-negara produsen 
itu sendiri seperti di Indonesia. Konsumsi minyak 
kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir ini telah meningkat dengan sangat pesat. Jadi, 
Asia merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi 
minyak sawit tertinggi dan dengan demikian harus 
diikutsertakan dalam upaya mencari solusi untuk lebih 
sustainaible (berkelanjutan).

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14¹

Seluruh dunia 45.131 47.909 51.035 54.512 56.536

India 6.440 7.080 7.425 8.425 9.144

Indonesia 5.494 6.414 7.129 7.815 8.501

Cina 5.930 5.797 5.841 6.389 6.579

Uni Eropa 5.220 4.919 5.630 5.975 5.755

Malaysia 3.103 3.220 3.290 3.200 3.160

Pakistan 1.957 2.077 2.110 2.215 2.405

Thailand 1.255 1.457 1.563 1.603 1.610

Nigeria 1.252 1.267 1.285 1.375 1.405

Amerika Serikat 957 957 1.043 1.230 1.293

Mesir 1.080 1.180 1.185 1.170 1.190

Bangladesh 921 980 1.030 1.059 1.100

Sumber: USDA 2014: 14  1 Perkiraan

bahan makanan (73,37 %)

40,77 juta ton

Industri (26,63 %)

14,80 juta ton

Di seluruh dunia minyak kelapa sawit paling banyak 
digunakan sebagai bahan makanan (73,37 %). Akan tetapi 
yang juga patut diperhatikan adalah pangsa permintaan 
dari industri yang terus meningkat, pada tahun 2013/14 
sekitar 27 persen. 

Di Uni Eropa, pangsa minyak sawit yang digunakan 
untuk proses teknik dan proses kimia adalah sebesar 43 
persen, yang jika dibandingkan dengan negara-negara 
lain merupakan angka tertinggi. Di India, hampir semua 
minyak kelapa sawit misalnya hanya digunakan dalam 
bahan makanan (USDA 2014:22, 29, 31). 

Namun, saat ini tercatat adanya pergeseran dalam 
pemanfaatan minyak kelapa sawit yang semakin 
meningkat sebagai bahan bakar nabati. Pada tahun 2012, 
pangsa penggunaan energi listrik, energi panas dan 
bahan bakar di seluruh dunia 5 persen (FNR 2013a). Di 
Uni Eropa bahkan telah berkali lipat antara tahun 2006-
2012, sehingga pada tahun 2012 sudah mencapai 29,3 
persen dari impor minyak sawit yang penggunaannya 
diperuntukkan bagi produksi biodiesel (IISD 2013: 8). 

Minyak inti sawit hampir seluruhnya hanya 
digunakan dalam industri (Hutz-Adams 2012: 15-16).

Tabel 3: Minyak kelapa sawit: Konsumsi dalam 1000 ton

Grafik 4: Minyak kelapa sawit:
Konsumsi dunia 2013/2014

Uni Eropa 2013/2014: 

2,5 juta ton
Industri (45,62 %)

2,98 juta ton
bahan makanan (54,38 %)

Sumber: USDA 2014: Tabel 26 hlm. 29

Sumber: USDA 2014: Tabel 19 hlm. 22
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Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi produksi 
minyak kelapa sawit yang dilakukan secara besar-besaran 
di seluruh dunia telah menimbulkan sejumlah masalah 
sosial dan lingkungan yang sangat serius di negara-negara 
produsen. Dalam rangka menanggapi tuntutan global 
untuk mengelola dan mengembangkan produksi kelapa 
sawit secara berkelanjutan, Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) terbentuk sepuluh tahun yang lalu 
sebagai inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan 
kelapa sawit.

3.1 Sejarah dan Volume Produksi 
saat ini
Pada tahun 2004 RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil) dibentuk atas dasar inisiatif dari World Wildlife 
Fund (WWF) dan dari beberapa perwakilan industri. 
RSPO merupakan inisiatif sukarela yang bertujuan untuk 
mempromosikan produksi dan pengolahan minyak 
kelapa sawit yang berkelanjutan serta untuk memfasilitasi 
pemasaran dengan menggunakan sertifikat sendiri.

Pada bulan Juli 2013 telah disertifikasi lahan seluas 
1,8 juta hektar. Jika kita masukkan lahan terlantar, 
infrastruktur dan perkebunan baru, maka total lahan yang 
disertifikasi terhitung seluas 2,4 juta hektar. Di atas lahan 
seluas itu dapat dipanen hingga 9,0 juta ton minyak sawit 
(tidak termasuk minyak inti sawit) dan dengan demikian 
berkisar 15 persen dari jumlah produksi miyak kelapa sawit 
di seluruh dunia. Dari semua produksi yang bersertifikat, 
92 persen berasal dari Indonesia dan Malaysia, yang mana 
jumlahnya masih di atas pangsa kedua negara tersebut 
pada total produksi minyak kelapa sawit dunia (86 %, lihat 
Tabel 3; RSPO 2013b , 2013c).

3.2 Keanggotaan

Keanggotaan RSPO mempersatukan berbagai pemangku 
kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit (www.
rspo.org):
1. Produsen minyak sawit
2. Pedagang dan pengolah minyak sawit
3. Produsen barang-barang konsumsi 
4. Ritel
5. Perbankan dan investor
6. LSM-LSM pelestarian lingkungan dan
7. LSM-LSM sosial 

Bab 3

Struktur
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Pada bulan Januari 2014, RSPO memiliki 1.439 anggota, 
diantaranya 911 sebagai anggota biasa, 427 disebut sebagai 
anggota rantai pasokan dan 101 sebagai anggota afiliasi 
(lihat Bab. 3.3). Selain perusahaan-perusahaan besar yang 
bergerak di bidang industri makanan seperti Unilever, 
Ferrero, P & G dan Nestle, terdapat juga anggota-anggota 
dari LSM seperti WWF, Solidaridad dan Oxfam. Namun 
jumlah mereka hanya sebagian kecil dari jumlah total 
keanggotaan (www.rspo.org; lihat grafik 1).

Para anggota RSPO berasal dari berbagai negara di seluruh 
dunia. Dari Jerman bergabung 190 anggota (Status: Januari 
2014) yang merupakan jumlah tertinggi untuk satu negara 
(www.rspo.org). Perusahaan Jerman menempati posisi 
pertama dalam pemerolehan lisensi untuk menggunakan 
segel RSPO: Saat ini terdapat 20 perusahaan Jerman yang 
telah mendapatkan lisensi tersebut dan dengan demikian 
mereka diperbolehkan mempergunakan segel tersebut, jika 
mau (RSPO 2013b; RSPO 2013c).

Anggota RSPO berkewajiban untuk mematuhi 
prinsip-prinsip RSPO yang pematuhannya diverifikasi 
melalui kontrol.  Namun demikian, pada awal 
keanggotaannya dalam RSPO, sebuah perusahaan tidak 
harus langsung hanya memproduksi minyak kelapa sawit 
yang bersertifikat, tetapi hal ini dapat dilakukan secara 
bertahap hingga produksinya dapat beralih menjadi 100 
persen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selama 
masa transisi, mereka boleh menjual minyak kelapa sawit 
bersertifikat, selama minyak tersebut diproduksi dari 
perkebunan yang telah bersertifikat (www.rspo.org). Pada 
bulan Juli 2013, terdapat 44 dari 126 produsen minyak 
sawit yang semuanya anggota RSPO yang sudah memiliki 
sertifikat (RSPO 2013b).

13,6 %
Produsen

35,9 %
Pabrikan

39,8 %
Perusahaan
barang konsumsi

1,2 %
Bank dan Investor

5,2 %
Pedagang

1,4 %
LSM Sosial

2,9 %
LSM Lingkungan

Grafik 5: Struktur Anggota RSPO

Sumber: RSPO http://www.rspo.org/en/member/listing/ 
category, diakses tanggal 22.01.14
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Semua anggota yang bersertifikat wajib untuk melakukan 
sertifikasi pada seluruh area perkebunan mereka dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan, jadi tidak hanya 
mensertifikasi perkebunan-perkebunan terbaik saja. 
Ini merupakan ketentuan luar biasa di dalam sebuah 
standar sustainable (keberlanjutan). Dengan adanya 

‚anti-flagship-clause’ anggota tidak bisa membiarkan 
begitu saja kasus-kasus bermasalah tak tertangani. Mereka 
juga tidak bisa terus menerus menghasilkan produksi yang 
hanya sebagian saja berkelanjutan atau bersertifikat.

Demikian juga untuk perkebunan yang belum 
bersertifikat, sejak awal sudah berlaku peraturan-peraturan 
sbb.: Jika terjadi pelanggaran Undang-Undang atau 
terdapat konflik karena pembebasan tanah tanpa proses 
mediasi, ataupun jika terjadi pembukaan hutan primer 
pada lahan-lahan yang belum bersertifikat (sejak tahun 
2005), maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan 
sertifikasi untuk perkebunannya yang lain (www.rspo.
org). Tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak perusahaan. 
Oleh karena itu, saat ini masih memungkinkan bagi 
anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang sudah 
bersertifikat untuk tidak melakukan sertifikasi.

3.3 Struktur Organisasi

Dalam RSPO terdapat tiga jenis keanggotaan. Pertama, 
anggota biasa. Mereka dapat dimasukkan ke dalam salah 
satu dari tujuh pemangku kepentingan sektor minyak sawit, 
walaupun mereka aktif dalam beberapa bidang lainnya. 
Kedua, anggota afiliasi yang bukan merupakan bagian dari 
tujuh sektor di atas. Mereka berfungsi sebagai sponsor atau 
merupakan lembaga-lembaga dalam bidang pengembangan 
dan penelitian. Tugas mereka adalah memantau aktivitas 
dan tujuan RSPO. Dengan demikian mereka dapat mengikuti 
perkembangan dalam rapat umum anggota, tanpa memiliki 
hak suara (RSPO 2012d, RSPO – tanpa tanggal). Ketiga, 
terdapat kemungkinan untuk menjadi anggota rantai 
pasokan RSPO. Mereka adalah perusahaan- perusahaan 
yang memproduksi minyak kelapa sawit atau turunannya 
dalam jumlah kurang dari 500 ton per tahun (www.rspo.org).

Semua anggota adalah bagian dari Majelis Umum, 
yang diwakili oleh Dewan Eksekutif masing-masing. 
Dewan Eksekutif ini terdiri dari 16 orang yang berasal 
dari tujuh sektor. Setiap sektor mengirimkan dua orang 
wakilnya, terkecuali sektor produsen minyak sawit yang 
diwakili oleh empat orang. Keempat orang tersebut masing-
masing diwakili oleh satu orang dari Indonesia, satu orang 

dari Malaysia, satu orang sebagai wakil dari kelompok 
produsen kecil dan satu lagi mewakili produsen-produsen 
lainnya. Setiap tahun, separuh anggota Dewan Eksekutif 
dipilih baru. Setiap anggota dapat mencalonkan diri. Saat 
ini, ketujuh sektor tersebut diwakili oleh: MPOA, Petani 
Indonesia, NBPOL dan FELDA (produsen), Unilever dan 
Kraft Foods ( Perusahaan barang-barang konsumsi), RPOG 
dan Carrefour (pedagang eceran), AAK dan IOI ( pabrikan 
dan pedagang), Rabobank dan HSBC (bank dan investor), 
WWF dan Conservation International (LSM Lingkungan), 
serta Oxfam dan Both Ends (LSM Sosial). Presiden RSPO 
adalah Jan Kees Vis yang masih aktif dalam Unilever (www.
rspo.org).

Sekretariat RSPO berkedudukan di Kuala Lumpur, 
Malaysia dengan Darrel Webber sebagai Sekretaris 
Jenderal. Sekretariat ini dibantu oleh sebuah kantor 
perwakilan yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. 
Sebagian besar karyawan berasal dari Malaysia dan 
Indonesia (www.rspo.org). Selain Dewan Eksekutif dan 
Sekretariat, terdapat juga komite dan kelompok kerja untuk 
berbagai topik seperti: Produsen kecil, keterlacakan atau 
gas rumah kaca (lihat Grafik 6).

3.4 Sistem Rantai Suplai RSPO

Dalam RSPO ada berbagai cara bagi produsen dalam 
pemasaran produksi mereka:

 •  Sistem terpisah
 ⚪ Identity Preserved (IP) ⚪ Segregation

 •  Mass Balance
 •  Book & Claim 

Dewan 
Eksekutif

Anggota biasa Anggota afiliasi Anggota rantai 
pasokan

Majelis Umum

Komite

Kelompok kerja 

Sekretariat RSPO

Grafik 6: Struktur RSPO

Sumber: 
RSPO 2012b
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Pendekatan dengan cara pemisahan 
merupakan sistem yang ketat. 
Berdasarkan sistem ini, arus bahan 
baku (material flow) untuk minyak 
bersertifikat RSPO dan minyak 

yang konvensional secara fisik harus 
dipisahkan, mulai dari perkebunan, proses 

produksi, produk akhir dan sampai pada penjualannya 
oleh pedagang. Para produsen dan pabrikan harus bisa 

memastikan bahwa arus bahan baku terbukti tidak 
bercampur. Model rantai seperti ini bernama Segregation.
Pada model rantai Identity Preserved, produk akhir minyak 
sawit yang diterima berasal dari pabrik bersertifikasi RSPO 
serta dapat diidentifikasi, dari perkebunan mana minyak 
sawit tersebut berasal (Grafik 7). Pada minyak sawit yang 
tersegregasi diperbolehkan memakai label “Produk ini 
mengandung minyak sawit berkelanjutan bersertifikat” dan 
dapat memakai merek dagang RSPO (RSPO 2011b).

Di sisi lain juga mungkin untuk menggunakan campuran 
minyak sawit bersertifikat dan minyak sawit yang tidak 
bersertifikat yang dikenal dengan sebutan Mass Balance. 
Dalam hal ini yang penting adalah mengontrol, berapa 
besar persentual atau bagian dari barang bersertifikat 
tersebut serta menjamin bahwa besar bagian bersertifikat 
yang dicantumkan pada produk akhir tidak melebihi 
besar bagian ketika terjadi percampuran (Grafik 8). 
Sebagai contoh, jika pada percampuran digunakan 30 
persen bahan baku bersertifikat, maka pada produk jadi 

juga hanya boleh dideklarasi, bahwa produk tersebut 
dibuat dari 30 persen bahan baku bersertifikat. Produk 
akhir setelah pencampuran tidak harus secara fisik 
mengandung minyak sawit yang ditanam dan diproses 
dengan sertifikasi RSPO. Produk sawit yang berasal 
dari sistem rantai Mass Balance dapat ditandai dengan 
pernyataan “Berkontribusi pada produksi minyak sawit 
berkelanjutan bersertifikat” dan menggunakan merek 
dagang RSPO RSPO-Warenzeichen dengan label 
tambahan “MIXED” (RSPO 2011b).

Grafik 7: Model rantai suplai Segregation / Identity Preserved

Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008

Grafik 8: Rantai suplai Mass Balance

Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008
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Alternatif lain adalah GreenPalm 
G re e n Pa l m ,  s e b u a h  p l at  f o r m 
perdagangan yang menyediakan 
sertifikat dengan sistem rantai Pesanan 
dan Klaim (Book & Claim-System – 

B & C). Produsen minyak sawit menawarkan 
dalam platform tersebut sertifikat dari hasil penjualan per ton 
produksi minyak sawit bersertifikatnya secara konvensional. 
Pabrikan minyak sawit dan pedagang produk minyak sawit 
turunan yang tidak membeli minyak sawit bersertifikat 
dapat mendaftar pada platform tersebut sebagai anggota 
dan dengan demikian dapat membeli sertifikat sebanyak 
yang dibutuhkan (Grafik 9). Semua produk yang perolehan 
sertifikatnya melalui jalan ini dapat dideklarasikan dengan 
label tambahan “Produk ini berkontribusi terhadap produksi 
minyak sawit berkelanjutan bersertifikasi”. Mereka juga boleh 

mempergunakan merek dagang GreenPalm dan bukan merek 
dagang RSPO (RSPO 2011b).

Sistem rantai Book & Claim ini memungkinkan 
perusahaan yang tidak bersertifikat RSPO untuk dapat 
secara fleksibel membeli sertifikat sebanyak yang 
dibutuhkan dan dengan demikian dapat menjual minyak 
sawit yang diproduksi secara konvensional sebagai 
bersertifikasi. Sistem ini oleh karenanya berfungsi dengan 
cara benar-benar memutuskan kaitan atau hubungan 
langung antara sertifikat RSPO dan produk minyak sawit 
yang ditanam mengikuti kriteria RSPO. Untuk menjamin 
agar tidak terjadi penjualan sertifikat dalam jumlah yang 
tidak diperbolehkan, maka diadakan pendataan kapasitas 
produksi yang bersertifikat RSPO dari setiap produsen yang 
menjadi anggota GreenPalm, sehingga dapat disesuaikan 
dengan angka penjualan (http://greenpalm.org/).

Sebagian besar minyak sawit bersertifikat RSPO 
diperdagangkan melalui prosedur ini: Pada tahun 2012 
hampir 2,5 juta ton CPO (crude palm oil – minyak sawit 
mentah) diperdagangkan melalui sistem Book & Claim, 
sementara hanya sekitar satu juta ton (28,28 %) minyak 
sawit yang terjual melalui Segregation dan Mass Balance, 
yang mana minyak segregasi mengambil bagian yang 
lebih kecil (lihat Tabel).

GreenPalm adalah sebuah merek dagang dari 
Book & Claim Limited di Inggris, sebuah anak 
perusahaan dari AarhusKarlshamn UK Ltd, pabrikan 
minyak sawit yang juga merupakan anggota RSPO. 
Menurut GreenPalm, AarhusKarlshamn UK Ltd 
adalah importir minyak sawit terbesar di Inggris (http://
greenpalm.org/). Penyedia utama pada B&C melalui 
platform GreenPalm adalah Sime Darby dan Wilmar 
International, yang pada tahun 2012 menjual sertifikat 
atau CSPO (minyak kelapa sawit mentah berkelanjutan) 
dengan volume 926.397 ton (Sime Darby) dan 200.000 

2010 2011 2012

Pangsa Penjualan 
B & C 65,77 % 66,63 % 71,72 %

Pangsa Penjualan 
Produksi 46,19 % 51,90 % 51,74 %

Grafik 10: Produksi dan penjualan 
minyak sawit bersertifikat

Grafik 9: Rantai Suplai Pesanan dan Klaim (Book & Claim)

Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008

Sumber: RSPO 2013b
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ton (Wilmar). Pada awal November 2013 untuk sertifikasi 
satu ton CSPO dikenakan biaya tambahan sebesar 2,80 
US-Dollar (http://greenpalm.org/). Ini berarti hanya sekitar 
0,35 persen dari harga pasar dunia untuk CPO (sekitar 
US $ 800 – pada tanggal 07.11.13), yang bagi perusahan 
hal ini tidak membuat perbedaan dalam kalkulasi harga.

Sistem rantai suplai yang berbeda-beda telah 
memungkinkan pembelian minyak kelapa sawit 
bersertifikat dengan cara yang relatif sederhana dan 
murah. Namun demikian, pada tahun 2012 hanya terjual 
sekitar 3,5 juta ton dari 6,7 juta ton produk bersertifikat, 
yang berarti hampir lebih dari setengahnya (lihat Tabel 4).

3.5 Sertifikasi: Prinsip dan Kriteria

Aturan yang harus diikuti oleh anggota RSPO terangkum 
dalam panduan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang 
disusun pada tahun 2007 dan kemudian direvisi pada 
tahun 2013. Aturan-aturan ini harus disesuaikan dengan 
hukum nasional dan kondisi lokal seperti upah minimum 
setempat. Oleh karena itu, rinciannya dapat bervariasi 
dari satu negara ke negara lain. Untuk menjadi anggota 
RSPO, produsen, pengolah dan pedagang minyak sawit 
harus memenuhi delapan prinsip berikut (2012b RSPO):
1. Kewajiban terhadap transparansi
2.  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku 
3.  Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis 

jangka panjang 
4.  Penerapan praktik-praktik terbaik dan tepat oleh 

pengusaha perkebunan dan pabrik mminyak sawit
5.  Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber 

daya dan keanekaragaman hayati
6.  Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja, 

individu dan komunitas yang terpengaruh oleh 
kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak 
sawit 

7.  Pengembangan penanaman baru secara bertanggung 
jawab 

8.  Komitmen untuk perbaikan terus-menerus dalam 
area-area kegiatan utama.

Setiap prinsip terdiri dari beberapa kriteria yang 
didalamnya mengandung beberapa indikator. Pada saat 
sertifikasi sebuah perkebunan atau pabrik, indikator ini 
akan diuji. Demikian juga pada kontrol berikutnya. Total 
kriteria seluruhnya 43 dengan jumlah indikator sebanyak 

138 untuk delapan prinsip tsb. serta ditambah dengan 
panduan penggunaan indikator. Pada bulan November 
2013 terdapat 69 indikator yang menjadi indikator utama 
(major indicators) (RSPO 2013a). 
Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dengan sangat 
umum, sedangkan kriteria dan indikator dijelaskan 
dengan sangat rinci. Namun demikian, terdapat beberapa 
bagian peraturan yang formulasinya tidak cukup ketat 
atau tidak tepat (lihat Bab 4).

Kriteria mengandung spektrum yang sangat luas. 
Di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban, mulai dari 
kewajiban pemberian informasi pada para pemangku 
kepentingan terkait (Kriteria 1.1), publikasi beberapa 
dokumen penting (1.2), mentaati konvensi-konvensi inti 
ILO (6.6-12; lihat keterangan dalam boks), perolehan 
kesepakatan dari masyarakat yang bersangkutan dengan 
cara memberikan informasi sebelumnya sehingga mereka 
bisa mengambil keputusan secara bebas dan sukarela 
( free prior informed consent, FPIC) (2.3, 7.5-6), hingga 
pada kriteria-kriteria ekologis seperti minimalisasi erosi 
dan degradasi tanah (4.3), larangan penebangan hutan 
atau membuka perkebunan baru dengan membakar 
(5.5 dan 7.7.; dengan pengecualian, lihat bab. 4) dan 
larangan penebangan hutan primer dan kawasan bernilai 
konservasi tinggi (high conservation value, HCV) sejak 
tahun 2005 (7.3).

Dengan demikian, kriteria dan indikator-indikator 
RSPO merupakan kerangka kerja yang luas, yang dalam 
beberapa kasus bahkan penjabarannya lebih rinci 
dibanding dengan model standar-standar keberlanjutan 
yang lain. Sebagai contoh: RSPO mewajibkan perolehan 
persetujuan dari penduduk yang dilakukan berdasarkan 
prinsip FPIC; ataupun adanya prosedur pengaduan 
yang dapat dilakukan dalam tubuh RSPO sendiri oleh 
kelompok yang bersengketa (tentang berbagai proses 
tahapan, lihat Bab 3.7). Untuk beberapa bidang lainnya 
masih ada hal-hal yang harus dioptimalkan. Contoh 
untuk hal ini bisa dilihat dalam Bab 4.

Konvensi-Konvensi Inti ILO
Organisasi Perburuhan Internasional (International 
Labour Organization – ILO) adalah badan khusus 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengembangkan 
konvensi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap 
pekerja. Ada beberapa konvensi yang telah diakui secara 
internasional dan dijadikan sebagai konvensi-konvensi 
inti ILO yang berfungsi sebagai standar minimum yang 
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mengikat semua negara-negara anggota ILO sedunia. 
Konvensi-konvensi inti ini juga merupakan bagian dari 
kriteria RSPO. Berikut konvensi-konvensi inti ILO:

 • Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa, 1930 
 • Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan berserikat 
dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 1948 

 • Konvensi ILO No. 98 tentang Hak berorganisasi 
dan melakukan perundingan bersama, 1949 

 • Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian upah 
yang sama bagi pekerja Pria dan Wanita, 1951 

 • Konvensi ILO No. 105 tentang 
Penghapusan Kerja Paksa, 1957 

 • Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi 
dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 

 • Konvensi ILO No. 138 tentang Usia 
Minimum untuk bekerja, 1973

 • Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999

Sejak awal tahun 2010 berlaku “NPP- New Planting 
Procedures” (Prosedur Penanaman Baru) dari RSPO 
yang harus dipatuhi dalam pengembangan perkebunan 
baru. NPP menyaratkan dibuatnya penilaian terlebih 
dahulu pada daerah-daerah yang berkaitan dengan hutan 
primer, daerah-daerah NKT (Nilai Konservasi Tinggi), 
lahan gambut dan lahan yang digunakan oleh penduduk 
setempat. Penilaian pendahuluan seperti ini bertujuan 
untuk menghindari penggunaan hutan primer atau 
daerah-daerah yang telah disebutkan di atas, sekaligus 
menjamin penanganan daerah-daerah tersebut seperti 
yang dituntut dalam kriteria-kriteria RSPO. Dalam 
NPP juga diatur tentang lembaga sertifikasi RSPO yang 
bertugas menguji dan memberi konfirmasi, bahwa pada 
penanaman baru semua kriteria-kriteria RSPO terpenuhi.

Sebelum pembukaan lahan baru, rencana proyek 
tersebut harus diumumkan kepada publik selama 30 hari 
dalam situs RSPO. Hal ini bertujuan untuk memberi 
kesempatan kepada pihak- pihak yang berkepentingan 
untuk mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan tersebut. Pengaduan-pengaduan 
itu kemudian akan diperiksa kebenarannya dalam 
waktu dua minggu. Jika batas waktu 30 hari berakhir 
dan tidak terdapat pengaduan-pengaduan yang terbukti, 
maka proyek perkebunan dapat dimulai. Sebaliknya, jika 
ada pengaduan yang dapat dilegitimasi, maka proyek 
perkebunan tidak dapat dimulai, sampai prosedur 
pengaduan selesai (RSPO 2012E, 2012f, 2010).

3.6 Verifikasi Implementasi Kriteria

Kepatuhan pada prinsip-prinsip, kriteria dan indikator 
diuji secara independen oleh organisasi-organisasi 
eksternal yang telah diakui oleh RSPO sebagai pemeriksa 
sertifikasi (third party assessments – penilaian pihak 
ketiga). Seteleh lulus pemeriksaan, sertifikasi dikeluarkan 
dan berlaku selama 5 tahun, sedangkan pematuhan 
kriteria akan terus dipantau setiap tahun melalui laporan 
pengujian. Secara keseluruhan terdapat 19 lembaga 
akreditasi dari negara-negara Eropa dan Asia yang 
berwenang sebagai organisasi penguji, termasuk TÜV 
Rheinland Malaysia Sdn. Bhd. dan TÜV Nord Indonesia 
(www.rspo.org).
Selain itu, anggota-anggota rantai pasokan bersertifikasi 
diwajibkan memberi Laporan Kemajuan Tahunan 
(Annual Communications of Progress, ACOP). Laporan-
laporan tersebut dapat dibaca pada situs RSPO yang 
memuat tentang kemajuan tahunan para anggota 
dalam bentuk tabel, misalnya laporan tentang jumlah 
atau kuantitas minyak kelapa sawit dan minyak inti 
sawit, jumlah sertifikat yang diperdagangkan, tentang 
perkebunan baru ataupun pabrik-pabrik pengolah (www.
rspo.org).

3.7 Prosedur Pengaduan 
dan Sanksi
RSPO menawarkan adanya kemungkinan untuk 
mengajukan pengaduan terhadap RSPO itu sendiri, 
maupun terhadap salah satu anggota atau terhadap 
anak perusahaan dari anggota RSPO. Pengaduan itu 
diserahkan kepada Sekretariat dan dengan demikian 
prosedur pengaduan dimulai dengan mencatat dan 
menguji pengaduan tersebut. Prosedur pengaduan 
dapat melakukan proses mediasi pada tingkatan yang 
berbeda-beda. Prosedur pengaduan yang dilembagakan 
seperti ini tidak dijumpai dalam standar-standar 
lainnya, sehingga hal ini pada dasarnya dipandang 
secara positif.

Suatu pengaduan harus ada hubungannya dengan 
pelanggaran Statuta RSPO, pelanggaran pada Prinsip 
dan Kriteria RSPO (P & C), interpretasi nasional dari 
P & C, kode etik, Prosedur Penanaman Baru, sistem 
sertifikasi atau aturan-aturan lain yang dibuat oleh 
RSPO. Keluhan dapat diajukan oleh anggota RSPO dan 
pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, misalnya, 
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masyarakat lokal yang terkena dampak, atau oleh 
pekerja-pekerja dari perusahaan bersangkutan (www.
rspo.org).

Dalam kasus pengaduan yang berhubungan dengan 
pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran 
tenaga kerja, atau melanggar peraturan perlindungan 
lingkungan – terutama pada masa sebelum atau sedang 
berjalannya proses sertifikasi pertama, maka dalam hal 
ini mediasi diambil alih oleh Dispute Settlement Facility 
(DSF) RSPO. Keluhan-keluhan di bidang lainnya 
ditangani oleh Panel Pengaduan, terutama jika keluhan 
itu diajukan terhadap organisasi-organisasi RSPO atau 
jika mekanisme-mekanisme lain tidak membuahkan 
penyelesaian apapun. Sebagai otoritas terakhir, 
Dewan Eksekutif RSPO berhak mengambil keputusan 
yang antara lain dapat mempengaruhi penangguhan 
atau pemberhentian keanggotaan dalam RSPO. 
Kasus pengaduan yang sedang diproses, statusnya 
serta informasi-informasi terkait beserta dokumen-
dokumennya dapat diakses langsung pada situs RSPO. 
Hal ini menciptakan tingkat transparansi yang tinggi. 
Saat ini (Desember 2013) tercatat 15 kasus yang telah 
selesai dari 44 kasus yang masuk (www.rspo.org).

Hanya saja, tidak ada peraturan yang secara 
jelas mengatur tentang apa yang akan terjadi, jika 
sebuah perusahaan melanggar komitmen yang telah 
disepakatinya. Sebagai sanksi bisa saja dilakukan 
suspensi ataupun keluar dari keanggotaan, walau begitu 
tetap saja belum ditentukan, sanksi apa yang berlaku 
untuk tiap-tiap kasus. 
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Meskipun peraturan dan persyaratan yang dibuat RSPO 
dalam beberapa bidang sudah sangat luas jangkauannya, 
namun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan 
banyak kelemahan. Berbagai sistem rantai suplai yang 
ada, terutama sistem Book & Claim, tidak memberikan 
dukungan yang positif dalam upaya peralihan ke sistem 
lain yang lebih ketat seperti Segregation. 

Selain itu, kriteria-kriteria dan indikator RSPO yang 
diuji pada perkebunan dan penggiling bersertifikat, dalam 
beberapa bagiannya harus lebih diperketat lagi, guna 
memenuhi tujuan dan tuntutan RSPO. Pemeriksaan 
sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
independen sangat tidak seragam dan menunjukkan 
titik-titik lemah. Sejumlah laporan dan studi dari 
berbagai organisasi non-pemerintah baik lokal maupun 
internasional membuktikan contoh-contoh pelanggaran 
yang serius terhadap kriteria- kriteria RSPO yang dilakukan 
oleh perusahaan yang telah berkomitmen untuk mematuhi 
kriteria-kriteria tsb. Selain itu juga terdapat banyak masalah 
dalam pelaksanaan prosedur pengaduan.

4.1 Kurangnya Insentif untuk 
beralih pada Sistem Rantai Pasok 
yang lebih ketat

Saat ini, lebih dari 70 persen produk minyak kelapa sawit 
bersertifikat RSPO diperdagangkan dengan sistem Book & 
Claim pada platform GreenPalm. Sertifikat perdagangan 
GreenPalm menjanjikan fleksibilitas dan kebebasan yang 
maksimum pada para pengolah minyak sawit, karena 
sertifikat tersebut dapat diperdagangkan terlepas dari 
minyak sawit itu sendiri sebagai sebuah produk sertifikasi. 
Pada saat yang sama, biaya tambahan yang dikenakan 
sangat minimal, yaitu kurang dari 0,5 persen dari harga 
pasar dunia untuk minyak sawit pada saat ini (sebagaimana 
yang tertulis dalam bab 3.4). Lihat grafik 11. 

Sistem ini, oleh karenanya tidak mendukung rantai 
nilai perusahaan sehingga dengan sendirinya mau beralih 
pada sertifikasi atau pada minyak sawit bersertifikat, 
misalnya dengan membeli minyak sawit yang bersistem 
rantai suplai yang lain. Ongkos atau beban pengeluaran 
dan risiko untuk peralihan tersebut bisa dipastikan 
jauh melebihi biaya tambahan yang harus dibayarkan 
pada sertifikat GreenPalm. Selain itu, sertifikat tersebut 
sangat fleksibel, karena dapat dibeli dan diperjualkan 
kembali sesuai dengan kebutuhan. Tadinya Book & Claim 
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dirancang sebagai model awal yang sederhana yang 
lambat laun diharapkan dapat mendorong perdagangan 
minyak sawit yang dihasilkan dengan persyaratan yang 
lebih ketat seperti Segregation dan Mass Balance. Akan 
tetapi, jika melihat angka penjualan saat ini, tidak terlihat 
adanya perkembangan ke arah sana. Hal ini disebabkan 
kurangnya rangsangan atau insentif untuk itu.

Sistem Book & Claim pada prakteknya membawa 
risiko kepada sistem yang sama sekali tidak transparan. 
Ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang sama sekali 
tidak berupaya mendorong perbaikan lingkungan dan 
sosial, dapat memperdagangkan produknya dengan label 
minyak sawit bersertifikat dengan hanya membayar biaya 
tambahan yang tidak seberapa. Sedangkan para konsumen 
yang secara sadar mencari produk yang menggunakan 
minyak sawit berkelanjutan tidak benar-benar mengetahui 
bahwa produk yang berlogo GreenPalm sama sekali tidak 
mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat. Dengan 
demikian, pengertian “keberlanjutan” bagi konsumen 
tentu saja tidak sama dan tidak bisa dipenuhi oleh merek 
dagang GreenPalm.

Selain itu yang menjadi pertanyaan mendasar adalah 
apakah pengenaan biaya tambahan yang kurang dari 0,5 
persen dari harga pasar dunia mempunyai dampak pada 
keberlanjutan sebuah produk, atau apakah juga berdampak 
pada hal-hal seperti perlindungan keanekaragaman 
hayati, pelarangan penebangan hutan primer serta 
pematuhan konvensi-konvensi inti ILO dan Undang-
Undang keselamatan kerja lainnya serta perlindungan 
hak-hak penduduk lokal. Semua upaya-upaya tersebut, jika 
dilaksananakan dengan serius tentu saja merupakan beban 
tambahan yang jelas tidak dapat dikompensasikan dengan 
pengenaan biaya tambahan yang terhitung kecil. Sistem 
Book & Claim sengaja dipertahankan dengan tujuan agar 
pasarlah yang harus menentukan harga. Tetapi yang patut 
dipertanyakan adalah dapatkah kita berbicara tentang 
keberlanjutan dengan kondisi harga seperti sekarang ini.

harga sertifikat Green Palm

<0,5 %

Grafik 11: Rasio harga bursa dan 
harga sertifikat GreenPalm

Sumber: RSPO 2008
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4.2 Sertifikasi dan Celahnya

Kriteria dan indikator dalam sertifikasi RSPO masih 
mengandung beberapa celah yang mengkualifikasi tuntutan 
label keberlanjutan. Walaupun begitu, revisi yang dilakukan 
pada tahun 2013 sudah memperbaiki beberapa kelemahan 
yang ada dalam versi lama. 

Misalnya, dalam RSPO Kriteria 7.3 terdapat tuntutan 
agar sejak tahun 2005 tidak ada penebangan hutan primer 
dan penebangan pada daerah bernilai konservasi tinggi, 
NKT (high conservation value, HCV). Namun, pembukaan 
perkebunan di hutan lainnya tidak dilarang, termasuk 
pelestarian koridor hutan sebagai penghubung ke hutan 
lainnya tidak menjadi kriteria. Padahal keduanya sangat 
penting bagi kelangsungan keanekaragaman hayati.

Untuk daerah bertanah gambut yang banyak 
menyimpan CO2 dan oleh karenanya sangat penting bagi 
perlindungan iklim, hal ini diatur dalam kriteria 7.4 sbb.: 

“Penanaman meluas di lereng curam dan / atau pada tanah 
tidak subur dan rentan, termasuk gambut, dihindari” (RSPO 
2013A : 52, terjemahan sendiri). Indikator untuk kriteria 
ini adalah penyediaan peta atau kartu tanah yang dapat 
menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah 
yang harus dihindari, serta harus adanya perencanaan 
untuk penanaman terbatas di atas tanah-tanah tersebut, 
serta bagaimana mengimplementasikannnya, sehingga 
dapat menlindungi daerah tersebut. Namun, para 
pendukung lingkungan dan iklim sepakat bahwa 
daerah-daerah dengan tanah gambut harus benar-benar 
dikeluarkan dari rencana pembangungan perkebunan 
kelapa sawit (Greenpeace 2012:4; Greenpeace 2013a:2; 
Greenpeace Switzerland 2011; http://www.wetlands.org).

Kriteria-kriteria RSPO tampaknya juga sengaja 
dilanggar oleh beberapa pengusaha perkebunan. Misalnya, 
sejumlah organisasi internasional telah mendokumentasi 
pada bulan Juni 2013 kebakaran hutan besar-besaran di 
wilayah Riau di Sumatra, Indonesia. Berdasarkan foto 
satelit, daerah-daerah konsesi tersebut dapat dilacak ke para 
pemilik perkebunannya. Kebakaran hutan yang luar biasa 
itu telah menyebabkan nilai rekor polusi udara yang tinggi 
di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sebagian dari daerah 
konsesi itu merujuk pada perusahaan- perusahaan yang 
menjadi anggota RSPO, seperti Sinar Mas, APRIL dan Sime 
Darby Darby (EIA 21.06.2013; Greenpeace International 
24.06.2013).
Kriteria RSPO nomor 7.7. melarang pembakaran hutan 
yang dilakukan untuk menyiapkan lahan perkebunan baru, 
terkecuali pada kasus-kasus khusus tertentu, misalnya jika 

terdapat resiko penyebaran hama dan penyakit (RSPO 
2013a: 55).

Dengan mengambil kasus Bumitama, WALHI 
membuktikan dalam studinya, bagaimana anggota-anggota 
RSPO dengan sengaja mengabaikan berbagai kriteria RSPO 
yang pelanggarannya bahkan terus dilanjutkan selama 
proses pengaduan berlangsung.

Grup perusahaan Bumitama Agri Ltd. di Indonesia 
juga merupakan anggota RSPO sejak tahun 2007. Pada 
musim panas tahun 2003, Grup ini terbukti telah melakukan 
pembukaan lahan di Kalimantan yang terletak di sebelah 
hutan lindung dan di atas wilayah tinggal salah satu 
kelompok terbesar Orang Utan yang masih ada. Padahal 
pada bulan April 2013, Grup tersebut telah berjanji untuk 
tidak menyentuh daerah terserbut, sampai terdapat hasil 
studi yang dapat memperjelas situasi. Selain itu, Bumitama 
menjual minyak sawit yang diproduksi dari perkebunan 
yang Bumitama tidak memegang surat-surat tanahnya, 
ditambah lagi bahwa tanah tersebut terletak di kawasan 
hutan lindung. Bumitama menjual bagian terbesar hasil 
panennya pada Wilmar yang juga merupakan anggota 
RSPO (FoE 2013:10-15, 17).

Demikian juga tentang pelanggaran hak-hak asasi 
manusia yang banyak didokumentasikan. Sering kali 
dokumentasi tersebut mengangkat tema pengabaian atas 
hak tanah dan hak milik dari kelompok masyarakat lokal. 
Biasanya mereka adalah kelompok etnis yang memiliki 
hak atas tanah adat. Jika kemudian terjadi konflik, maka 
penduduk dalam beberapa kasus mendapat ancaman 
kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka 
ditekan, hingga akhirnya menyerah. Penggusuran 
pemukiman yang dilakukan dengan kekerasan, 
penangkapan anggota-anggota yang terlibat dalam gerakan 
protes dan perusakan harta milik pribadi merupakan hal-hal 
yang sangat mungkin terjadi.

Beberapa kasus seperti itu, misalnya yang terjadi di 
Sumatera dan Kalimantan di Indonesia, beserta prosesnya 
yang ditangani melalui mekanisme pengaduan RSPO, 
semua itu didokumentasi dalam sebuah studi internasional 
(Colchester dan Chao 2013:. Cth.16ff, 101-125, 159-198). 
Konflik-konflik yang terjadi dalam perkebunan Wilmar 
International didokumentasi dan dicetak dalam artikel 
Down to Earth (DTE 2013).

Para pekerja juga menjadi korban pelanggaran hak-
hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap konvensi-
konvensi inti ILO. Sebuah studi yang dilakukan oleh 
International Labor Rights Forum menunjukkan tiga kasus 
yang membuktikan adanya perdagangan manusia, kerja 
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paksa dan anak-anak yang bekerja dalam perkebunan-
perkebunan bersertifikat RSPO. Selain itu para karyawan 
tidak mendapat perlindungan keselamatan yang memadai 
dalam pekerjaannya dengan menggunakan bahan-bahan 
kimia berbahaya (ILRF 2013). 

4.3 Audit yang tidak seragam dan 
tidak independen
Kualitas hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal 
tampaknya menunjukkan tingkat kualitas yang sangat 
berbeda-beda. Para auditor tidak mendapatkan pelatihan 
yang seragam untuk pengujian kriteria-kriteria RSPO, oleh 
sebab itu, setiap auditor dapat memberikan pertimbangan 
yang sangat berbeda-beda pula dalam menilai kriteria 
sosial dan lingkungan dari sebuah kasus. Selain itu, mereka 
juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memberikan 
laporan audit. Hal ini karena memang tidak ada format 
standar yang tetap untuk itu. Misalnya tidak ada ketentuan 
tentang sedalam atau sejauh mana penelitian dilakukan 
atau sedetail apa sebuah laporan dibuat, sehingga hasilnya 
pun sangat bervariasi. Hasil analisa data dan studi kasus 
dari beberapa negara menunjukkan bahwa audit sering 
dilakukan tanpa mengadakan survei pada anggota 
masyarakat setempat, ataupun hasil survei dari orang-orang 
tertentu dianggap sebagai pendapat dari seluruh 
masyarakat, tanpa melihat status dan peran perorangan 
dalam komunitas bersangkutan (Colchester dan Chao 2013: 
388, 396). Ketentuan-ketentuan dalam RSPO sebenarnya 
mengharuskan pelaksanaan survei pada penduduk 
setempat yang orang-orangnya sudah lebih dahulu dipilih 
oleh mereka sendiri sebagai wakil (RSPO 2011a : paragraf 
5.3.2).

Sebagai contoh, dalam kasus perusahaan PT Mustika 
Sembuluh, anak perusahaan dari Wilmar International 
yang perkebunannya berlokasi di Kalimantan Tengah, 
penduduk lokal tidak disurvei oleh TÜV Rheinland 
dalam audit eksternalnya. Dalam laporannya, semua 
yang diwawancarai adalah karyawan dan perwakilan 
dari perusahaan itu. Satu-satunya konsultasi umum yang 
didalamnya tidak hanya diikuti oleh karyawan yang bekerja 
pada PT Mustika Sembuluh, dilakukan diluar daerah 
konsesi. Penduduk setempat tidak dilibatkan sama sekali, 
padahal saat itu terjadi konflik tanah dengan masyarakat 
adat Dayak Temuan. PT Mustika Sembuluh merupakan 
perusahaan pertama di Kalimantan yang menerima 
sertifikasi dari RSPO (Colchester dan Chao 2013:16, 388).

Selain itu, patut dipertanyakan akan independensi dari 
third party assessments mengingat kaitannya dengan 
pengusaha perkebunan yang akan diperiksa. Dalam situasi 
di lapangan dapat terjadi, bahwa sebuah perusahaan 
perkebunan merupakan satu-satunya pelanggan atau 
merupakan pelanggan terpenting bagi lembaga sertifikasi 
tersebut, sehingga lembaga sertifikasi itu juga mempunyai 
kepentingan ekonomi untuk membuat laporan yang hanya 
bersifat positif, guna menjamin kerja sama jangka panjang 
dengan pelanggannya. Lembaga penguji dibayar langsung 
oleh perusahaan perkebunan, sehingga pertanyaannya 
adalah: Apakah dengan struktur seperti itu – terutama 
untuk daerah-daerah yang sebagian besarnya hanya 
dipegang oleh beberapa perusahaan perkebunan – 
memungkinkan terciptanya sebuah lembaga penguji yang 
bersifat independen (Colchester dan Chao 2013: 388, 396).

4.4 Prosedur Pengaduan yang 
birokratis
Meskipun kriteria-kriteria RSPO cukup luas jangkauannya 

– mulai dari Prosedur Penanaman Baru dalam mendirikan 
sebuah perkebunan, hingga pada prosedur-prosedur 
pengaduan- namun mekanisme sanksi RSPO tidak cukup 
efektif. Sejauh ini, meskipun sudah terdapat banyak 
laporan pelanggaran, ataupun banyak pengaduan yang 
masuk ke RSPO, atau banyaknya perusahaan yang 
sedang diperiksa pelanggarannya oleh RSPO, baru pada 
tahun 2013 RSPO pertama sekali mengeluarkan sebuah 
perusahaan dari keanggotaannya, yaitu perusahaan 
Indonesia PT Dutapalma Nusantara (juga dikenal dengan 
nama Duta Palma atau Darmex Agro). Perusahaan tersebut 
keluar secara resmi dari keanggotaan RSPO pada tanggal 
9 Mei 2013, setelah prosedur pengaduan yang sudah 
berjalan sejak tahun 2009 sampai pada kesimpulan bahwa 
Dutapalma benar telah melanggar kriteria-kriteria penting 
RSPO. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya 
antara lain: Tebang dan bakar saat membuka perkebunan 
serta mendirikan perkebunan pada lahan gambut (RSPO 
2013d; Greenpeace International 13.05.2013; WWF 
21.06.2013; Mongabay 13.05.2013). Sejak tahun 2007 
Greenpeace International telah melaporkan berulangkali 
tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nusantara 
Dutapalma (Greenpeace International 2013B: 4). Bahwa 
keputusan pemecatan baru keluar pada tahun 2013, enam 
tahun setelah masuknya laporan pertama pelanggaran, 
menunjukkan bagaimana lambat dan rumitnya prosedur 
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pengaduan RSPO bekerja. Pengaduan-pengaduan lain dari 
tahun 2009 sampai 2010 juga belum terselesaikan.

4.5 Lari dari Tanggung jawab

Bagi perusahaan yang diadukan ke RSPO, mereka diberi 
kemungkinan untuk menjual perkebunan, melepaskan 
sertifikasi atau melakukan konsiliasi dan dengan demikian 
bahkan mungkin dapat mengelak pembayaran kompensasi 
pada penduduk setempat. Demikian yang terjadi pada 
SGSOC, sebuah perusahaan yang aktif di Kamerun yang 
merupakan anak perusahaan Amerika Herakles Farms. 
SGSOC menarik keanggotaannya dari RSPO pada bulan 
September 2012, ketika sebuah LSM lokal atas nama 
komunitas etnis di wilayah konsesi mengajukan pengaduan 
pada RSPO. Dengan cara ini SGSOC bisa menolak upaya 
konsiliasi, sehingga bagi masyarakat lokal hanya tinggal 
kemungkinan untuk membawa kasus mereka pengadilan 
(Colchester dan Chao 2013:. 21f).

Pada tahun 2013 Grup Wilmar menjual anak 
perusahaannya PT Asiatic Persada (yang sudah beberapa 
kali dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM 
di wilayah konsesi di Sumatera) pada dua pengusaha 
perkebunan lain yang bukan anggota RSPO, tetapi dikenal 
dekat dengan pendiri perusahaan Wilmar. Pemilik baru ini 
tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan prosedur 
pengaduan yang sudah diproses sejak tahun 2011 di RSPO 
dan IFC. Hal ini menyebabkan penduduk yang menjadi 
korban tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh 
kompensasi melalui kedua lembaga tersebut. Kasus pada 
tahun 2011 itu adalah tentang penghancuran rumah 83 
keluarga yang tinggal di wilayah perkebunan. Mereka 
dituduh telah mencuri buah sawit milik perusahaan. 
Sekelompok pembela hak asasi manusia kemudian 
mendukung korban dengan membuka pengaduan pada 
RSPO pada tahun 2011. Pada bulan Desember 2013 
kembali terjadi pengulangan kasus pelanggaran HAM yang 
serius terhadap penduduk setempat: Pada awal Desember, 
sejumlah pasukan keamanan perusahaan dan militer serta 
brigade polisi Indonesia menghancurkan hampir 150 buah 
rumah penduduk di beberapa desa di wilayah konsesi dan 
menghancurkan properti warga serta menangkap beberapa 
orang yang melakukan perlawanan (Mongabay 14.12.2013). 

4.6 Kekurangan dan Efek 
yang terbatas
Sebuah studi internasional yang menganalisa efek dari 
prosedur pengaduan berkesimpulan bahwa mekanisme 
pengaduan dalam cakupannya saat ini tidak lagi mampu 
untuk menangani sejumlah besar informasi tentang 
pelanggaran atau pengaduan yang masuk dalam waktu 
yang tepat. Dari 31 kasus yang diajukan sampai tahun 2012, 
hanya lima kasus yang telah terselesaikan (Colchester 
dan Chao 2013: 390, 392). Studi ini menyimpulkan bahwa 
mekanisme pengaduan RSPO, tidak memiliki mandat 
dan kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan sejumlah 
besar perselisihan antara perusahaan dan masyarakat lokal 
(Colchester dan Chao 2013: 392).

Di samping itu, data dari berbagai perkebunan 
menunjukkan bahwa dalam kasus- kasus yang diperiksa 
banyak ditemui kekurangan, misalnya dalam hal perencanaan 
perkebunan, terutama kesalahan dalam berkomunikasi 
dengan warga setempat serta kesalahan dalam pembayaran 
kompensasi bagi warga setempat. Jarang sekali kasus-kasus 
yang seperti itu sampai pada prosedur pengaduan RSPO. 
Prosedur pengaduan semacam itu biasanya diprakarsai oleh 
masyarakat, itupun jika sebuah LSM lokal, nasional atau 
internasional mendukung mereka dalam proses tersebut.

Komunitas yang tekena dampak biasanya tidak mampu 
menuntut hak-hak mereka melawan pihak perusahaan serta 
memproses kasus mereka ke dalam prosedur pengaduan. 
Hal ini dikarenakan oleh ketidaktahuan mereka tentang 
adanya kemungkinan untuk menyampaikan pengaduan 
pada RSPO. Selain itu mereka tidak diberi informasi tentang 
hak-hak mereka, ditambah lagi dengan masalah bahasa yang 
menjadi hambatan besar bagi mereka, ataupun karena mereka 
biasanya ketinggalan dalam membaca pengumuman tentang 
pembukaan perkebunan baru yang hanya dirilis selama 30 hari 
di situs RSPO. Banyak kasus pelanggaran HAM disebabkan 
oleh tidak adanya kontak dengan badan-badan LSM, sehingga 
kasus tersebut tidak pernah diketahui umum atau sampai ke 
tingkat nasional maupun internasional (Colchester dan Chao 
2013:390, 391, 396, lihat juga Chao 2013:3).

Jumlah kasus yang terdeteksi, baik oleh RSPO maupun 
oleh anggota RSPO, hanyalah jumlah yang tampak saja – 
layaknya seperti puncak gunung es. Menurut informasi dari 
Badan Pertanahan Nasional di Indonesia, pada tahun 2012 
terdapat 8000 kasus konflik tanah yang dapat didokumentasi 
dan itu hanya di sektor pertanian saja. Setengah dari kasus-
kasus tersebut berkenaaan dengan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit (Colchester dan Chao 2013: 9).
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Bab 5

Perubahan Pasar di Uni Eropa
dan Dampaknya terhadap RSPO

Meskipun permintaan minyak sawit dari Uni Eropa 
secara global jauh di bawah permintaan pasar Asia, 
namun permintaan dari Uni Eropa itu tetap merupakan 
hal yang sangat penting bagi RSPO. Regulasi-regulasi 
dalam Uni Eropa atau dalam tiap-tiap negara Uni 
Eropa merupakan sinyal penting dan oleh sebab itu 
berpengaruh besar pada kepentingan RSPO dan pada 
potensi penjualan minyak sawit bersertifikat RSPO. 
Perdebatan tentang biofuel (bahan bakar hayati) dan 
pada pelabelan bahan makanan memperlihatkan 
dengan jelas, bagaimana peraturan Uni Eropa tersebut, 
di satu sisi berdampak pada kriteria RSPO sendiri, dan di 
sisi lain membangkitkan minat pengusaha dan pedagang 
untuk melakukan sertifikasi RSPO.

5.1 Minyak Kelapa Sawit 
dan biofuel 
Rencana Eropa dan Jerman yang ingin mengurangi 
emisi gas rumah kaca telah menyebabkan meningkatnya 
penggunaan biofuel dan dengan demikian, minyak sawit 
mendapat perhatian penting dari para produsen bahan 
bakar. Bagian minyak sawit yang digunakan dalam bahan 
bakar diesel juga meningkat. Sebuah studi dari Uni Eropa 
memprediksi bahwa pangsa minyak sawit untuk biofuel 
(biodiesel dan bioethanol) yang digunakan di Uni Eropa 
akan meningkat dari 4 persen pada tahun 2008 menjadi 
17 persen pada tahun 2020 (EU 2012b: 20). Friends of the 
Earth International berpendapat bahwa jumlah minyak 
sawit yang digunakan dalam biofuel di Uni Eropa telah 
meningkat sebesar 365 persen dalam enam tahun terakhir 
(FoE 2013: 7; IISD 2013:8). Berdasarkan keterangan Oil 
World, pada tahun 2013 lebih dari 10 persen dari panen 
kelapa sawit dunia telah digunakan untuk produksi 
biodiesel (Bloomberg 03.09.2013).

Pada bulan November 2012 Uni Eropa mengesahkan 
RSPO-RED (RSPO dengan kriteria tambahan untuk 
perlindungan iklim) dan telah diakui sebagai sistem 
sertifikasi untuk biofuel keberlanjutan (EU 2012a; Selain 
RSPO-RED juga ada sertifikasi lain seperti ISCC dan 
Rainforest Alliance, lihat bab 6.). RED mengacu pada 
renewable energies directive 2009/28/EC, yang di Jerman 
dikenal sebagai Erneuerbare-Energien-Richtlinie atau 
Panduan Energi Terbarukan (Teks dari Richtlinie: EU 
2009).

Untuk keperluan Uni Eropa, bahan baku yang 
digunakan dalam biofuel sebagai campuran dalam 

bensin dan solar, harus memenuhi kriteria perlindungan 
iklim yang telah ditetapkan Uni Eropa dalam rangka 
mencapai target pengurangan CO2. Oleh karena 
itu, dalam produksi bahan bakar tersebut harus 
menghasilkan CO2 yang jumlahnya lebih sedikit 
dibanding dalam produksi bensin atau diesel yang 
dilakukan secara konvensional.

Ketentuan-ketentuan ini kemudian semakin 
bertambah.

Awalnya, nilai CO2 ekuivalen biofuel ditetapkan 
paling tidak sebesar 35 persen, tetapi sejak tahun 2017 
nilai ini menjadi paling tidak 50 persen, dan mulai 
tahun 2018 bahkan menjadi 60 persen dan mulai berlaku 
pada penanaman baru (EU 2009: 21f; yang dimaksud 
penanaman baru adalah penanaman yang beroperasi 
pada tanggal 1.1.2017 atau sesudahnya). Jika ada 
biofuel yang tidak mencapai target tabungan emisi yang 
tinggi, maka bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan 
peraturan RED Uni Eropa dan tidak dapat dinyatakan 
sebagai bahan bakar yang ramah iklim, akan tetapi 
masih tetap boleh dipergunakan.

Pada kelapa sawit, kriteria tabungan emisi ini 
tidak hanya berlaku untuk perkebunan saja, tetapi juga 
berlaku pada pabrik penggiling yaitu tempat untuk 
mengolah buah sawit lebih lanjut. Pemenuhan kriteria 
tertentu seperti kriteria yang mengatur penangkapan 
gas metana harus dipenuhi, agar nilai tabungan emisi 
karbon tercapai (RSPO 2012a: 3; EU 2009: pasal 17, hlm. 
21 dan Lampiran V, hlm. 37; FNR 2013b: 15; metana 
dilepaskan selama pengolahan minyak sawit mentah dan 
gas tsb. mempunyai dampak yang lebih besar terhadap 
iklim daripada gas CO2) . Namun, karena tidak ada 
metode standar yang sah yang dapat digunakan untuk 
menghitung nilai penghematan CO2 yang sebenarnya 
pada produk minyak yang berasal dari suatu perkebunan, 
maka terpaksa dipakai nilai rata-rata (RSPO 2012a: 7; 
2009 EU pasal 19 hlm. 25f. Lampiran V, hlm. 37).

Di samping kriteria tabungan emisi CO2, juga 
terdapat kriteria lebih lanjut untuk minyak kelapa sawit, 
yaitu perkebunan asal dari minyak sawit tersebut sudah 
harus beroperasi setidaknya sejak tahun 2008. Dengan 
demikian dapat dibuktikan bahwa sejak 2008 tidak ada 
perkebunan yang dibangun dengan menebang hutan 
hujan tropis (RSPO 2012a: 3; 2009 EU Pasal 17, hlm. 21 
dan Lampiran V, hlm 37). 

Standar dari RSPO-RED hanya mungkin diterapkan 
untuk kelapa sawit yang diperdagangkan dengan sistem 
Mass Balance, Segregation dan identity preserved 
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(keterlacakan langsung ke perkebunan asal). Sedangkan 
pada sertifikat dagang GreenPalm (book & claim), 
kriteria RSPO-RED ini tidak mungkin dapat terpenuhi 
(RSPO 2012a: 4).

Dengan adanya pengakuan RSPO-RED, maka 
sejak tahun 2012 dimungkinkan untuk memasarkan 
minyak sawit bersertifikat RSPO sebagai sustainaible 
(berkelanjutan) untuk bahan bakar sesuai dengan 
regulasi Uni Eropa. Perubahan ini menimbulkan protes 
besar dari beberapa organisasi lingkungan, karena 
menurut penilaian mereka, kriteria-kriteria RSPO RED, 
sebagaimana kriteria umum RSPO, tidak cukup ketat 
untuk dapat disebut sebagai “berkelanjutan” (Asser 
Institute 2012; Klimaretter.info 2012).

Kritik utama terhadap peraturan RED Uni Eropa 
adalah penetapan awal tahun 2008 untuk membuka 
perkebunan baru. Hal ini berarti, sampai saat itu masih 
diizinkan menebang hutan untuk membuka lahan 
perkebunan (bandingkan dengan EU 2009: Pasal 17, 
hlm. 22 ). Ketetapan EU mengenai nilai standar reduksi 
CO2 yang dilakukan melalui penggunaan minyak 
kelapa sawit yang memenuhi kriteria tabungan emisi 
itu, tidak mempertimbangkan status lahan perkebunan 
sebelum tahun 2008, serta tidak mengaitkannya dengan 
pelepasan CO2 yang terjadi saat pembukaan hutan yang 
dilakukan dengan penebangan atau pengeringan lahan 
basah ( RSPO 2012a : 7 ; 2009 EU Pasal 19 hlm. 25f, 
Lampiran V, hlm. 37). 

Jika perkebunan kelapa sawit didirikan di lahan 
bekas wilayah hutan hujan atau di atas tanah rawa 
gambut yang jauh lebih banyak mengikat CO2 dibanding 
dengan hutan biasa, maka pembukaan lahan baru itu 
menyebabkan pelepasan CO2 yang lebih besar lagi. 
Dengan demikian bahan bakar minyak sawit yang 
berasal dari penanaman monokultur menunjukkan 
neraca iklim yang jauh lebih buruk dari bahan bakar 
hayati lainnya, tergantung dari situasi dan cara 
penanamannya bahkan menunjukkan neraca CO2 
yang jauh lebih buruk dari bahan bakar konvensional. 
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh UNEP 
(Bringezu et.al. 2009) angka ini lebih dari 800 persen, 
jika hutan hujan tropis dikorbankan untuk perkebunan 
kelapa sawit, bahkan hingga 2.000 persen jika lahan 
gambut dikonversikan ke hutan kelapa sawit (EMPA 
2012: 7; EU 2012b: 26f, 128F, IFPRI 2011: 13; FoE 2013: 14 
dengan mengacu pada Bringezu, Stefan et al. 2009: 53). 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan tendensi 
yang sama, bahwa minyak kelapa sawit tidak dapat 

memenuhi kriteria keberlangsungan (Grethe et al 2013:9, 
grafik hal. 27). Meskipun demikian, bahan bakar tersebut 
dalam RED di Uni Eropa dinyatakan sebagai bahan 
bakar yang “berkelanjutan” sebagai pengganti bahan 
bakar mineral, walaupun perkebunannya dibangun 
sebelum tahun 2008. 

Yang lebih fatal akibat penentuan tahun 2008 sebagai 
batas waktu adalah bahwa hingga saat itu, sebagian 
besar perkebunan kelapa sawit yang ada sekarang ini, 
sudah berproduksi. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 
44 juta ton produksi sawit di seluruh dunia, produksi 
sekarang sekitar 58 juta ton (USDA 2010a: 13; USDA 2014: 
14). Dengan demikian, 75 persen dari kapasitas produksi 
saat ini sudah dihasilkan pada tahun 2008. Waktu 
yang dibutuhkan mulai dari penanaman kelapa sawit 
sampai panen pertama berjarak beberapa tahun. Oleh 
karena itu, jelas sekali, bahwa lebih dari 75 persen hasil 
perkebunan saat ini berasal dari penanaman sebelum 
tahun 2008. Perlindungan hutan melalui instrumen ini 
berarti tidak memiliki pengaruh besar. Dengan demikian 
pembatasan tahun ini sebenarnya tidak memberikan arti 
penting mengingat jumlah hasil panen dunia saat ini 
kurang dari 25 persen. 

Selain itu, para produsen kecil sangat tidak 
mungkin dapat memperoleh sertifikasi RSPO-RED. 
Hanya perkebunan besar saja yang beroperasi dengan 
cara monokultur skala besar dapat disertifikasi 
sesuai dengan kriteria RSPO-RED (2012a RSPO: 2). 
Paradoksnya, produsen yang memiliki perkebunan 
kecil, yang sebenarnya berkontribusi untuk diversitas 
(keberagaman) hutan, justru dikecualikan dari sertifikasi 
“keberlanjutan” ini.

Dalam hal produksi kerosin, juga terdapat rencana 
untuk memperbaiki neraca iklim denga cara melakukan 
pencampuran biofuel. Pada tahun 2011 Lufthansa untuk 
pertama kalinya menguji penggunaan biokerosin (lih. 
http://www.lufthansagroup.com/de/themen/biofuel.
html). Sejauh ini sama sekali tidak ada kriteria-kriteria 
keberlanjutan yang ditetapkan untuk itu, sehingga 
masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya 
sama saja dengan problematik yang ada pada minyak 
sawit dan biodiesel.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Yayasan Heinrich 
Böll sampai pada kesimpulan bahwa permintaan Eropa 
akan minyak nabati untuk produksi biodiesel telah 
menyebabkan kenaikan harga pasar dunia sebesar 16 
persen. Berdasarkan perencanaan saat ini, Uni Eropa 
harus melakukan pengimporan sebanyak 85 persen guna 
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memenuhi kebutuhan minyak nabati pada tahun 2020 
(Grethe et al. 2013:8). 
Mengingat hal ini serta masalah lingkungan yang telah 
disebutkan sebelumnya, maka patut diragukan akan 
rencana Eropa tentang penggunaan minyak nabati untuk 
biodiesel dalam jumlah besar. Apakah mungkin minyak 
nabati dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dengan 
cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan 
sosial? Hal ini justru dapat meningkatkan harga pasar 
dunia, belum lagi kaitannya dengan risiko terhadap 
jaminan pangan serta meningkatkan lomba pencarian 
lahan.

5.2 Minyak Kelapa Sawit dan 
Pencantumannya dalam Bahan 
Makanan

Sekarang ini, hampir separuh dari makanan olahan 
dicampur dengan minyak sawit sebagai bahan komposisi, 
namun pencantumannya sangat jarang dilakukan. Sejak 
Desember 2014, Uni Eropa mewajibkan produsen bahan 
makanan untuk mencantumkan nama minyak sawit 
dalam daftar komposisi produk makanannya sesuai 
dengan Peraturan tentang Informasi Makanan yang 
berlaku sejak tahun 2011 (1169 /2011). Sebelum adanya 
kewajiban tersebut, nama minyak sawit selalu disatukan 
dengan minyak atau lemak lainnya, sehingga dalam 
daftar komposisi dicantumkan sebagai “minyak sayur” 
atau “lemak nabati”. Akibatnya, konsumen yang mungkin 
menaruh perhatian khusus dalam hal ini tidak akan 
mengetahui, apakah suatu produk mengandung minyak 
kelapa sawit dan berapa jumlah yang dicampurkan dalam 
produk tersebut. Peraturan baru ini akan meningkatkan 
transparansi dan dengan demikian memungkinkan 
para konsumen dapat mengidentifikasi produk yang 
mengandung minyak sawit beserta kadar campurannya, 
sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang 
tepat.

Terutama di media-media, minyak sawit umumnya 
mendapat pemberitaan yang negatif, karena berdampak 
buruk pada lingkungan dan masyarakat. Aturan 
yang baru ini oleh karenanya dapat mendorong 
perusahaan yang peka terhadap pendapat konsumen, 
berusaha sedapat mungkin untuk tidak menggunakan 
minyak kelapa sawit dalam produknya, atau justru 
meningkatkan penggunaan minyak sawit berkelanjutan 

yang bersertifikat. Regulasi Uni Eropa ini diperkirakan 
akan menyebabkan meningkatnya minat pada RSPO, 
meningkatkan volume penjualan minyak sawit 
bersertifikat serta mendorong kenaikan pangsa minyak 
sawit bersertifikat RSPO yang lebih tinggi dalam volume 
produksi dunia.

5.3 Reaksi atas Peraturan- 
peraturan Uni Eropa

Pada akhir tahun 2013 perusahaan minyak sawit Wilmar, 
yang menjual hampir setengah dari produksi minyak 
sawit dunia telah menerbitkan kebijakan perusahaannya 
yang jelas-jelas diperketat. Kebijakan tersebut berisi 
tentang standar keberlanjutan untuk minyak sawit yang 
diproduksi dan diperdagangkan oleh perusahaan tersebut 
sampai akhir tahun 2015. Perkembangan ini dipandang 
sebagai strategi pemasaran dari perusahaan tersebut 
sekaligus sebagai respon terhadap peraturan-peraturan 
Uni Eropa (Deutsche Welle 2014; Wilmar International 
2013; lihat juga: www.wilmar-international.com/
sustainability).

Sejumlah perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, 
Rewe dan Lidl ikut menyatakan komitmennya dalam 
Forum Minyak Sawit berkelanjutan (lihat bab 6.5.) 
serta juga keterangan pers dari perusahaan-perusahaan 
seperti Ferrero dan Hershey. Semua itu menunjukkan 
bahwa pihak industri dan perdagangan telah mengambil 
langkah-langkah dalam upaya memenuhi peraturan-
peraturan yang ditetapkan. 

Namun yang menjadi masalah adalah bahwa 
peraturan-peraturan Uni Eropa tersebut hanya berlaku 
untuk produk bahan makanan saja. Pada produk-produk 
industri, seperti kosmetik, deterjen, cat, lilin serta 
bahan bakar tidak terdapat aturan yang mengharuskan 
pencantuman kandungan minyak dan lemak dalam 
produknya. Tanpa pelabelan yang ramah konsumen ini, 
maka informasi mengenai daftar komposisi dari sebuah 
produk tetap tidak tersedia bagi konsumen.
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Bab 6

Pendekatan Keberlanjutan lain
dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit

Selain RSPO, ada pendekatan lain untuk mensertifikasi 
perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, terdapat 
beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama dengan 
LSM untuk melaksanakan inisiatif proyek mereka sendiri 
atau menginginkan perbaikan-perbaikan dalam RSPO. 
Pendekatan alternatif yang ada saat ini masih berjumlah 
sangat kecil dan bergerak dalam berbagai bidang seperti 
dalam contoh berikut ini. 

6.1 Sertifikasi Alternatif 

Salah satu pendekatan yang bertujuan untuk 
mempromosikan metode produksi minyak sawit 
yang baik yang mendukung petani-petani kecil serta 
membangun jalur pemasaran yang transparan, dilakukan 
oleh perusahaan GEPA Fair Trade Company. Untuk 
produk-produknya, perusahaan tersebut membeli kelapa 
sawit dari rekan kooperasinya di Ghana yang diproduksi 
secara adil dan ekologis (GEPA 2013). Pendekatan 
demikian berfungsi jauh lebih baik dari RSPO. Hanya 
saja sampai sekarang baru bisa diterapkan dalam jumlah 
yang sangat kecil.

Selain itu ada juga minyak kelapa sawit di pasar 
yang memakai segel organik eropa. Dari segi ekologis, 
sertifikasi organik memiliki keuntungan, karena 
melarang penggunaan pestisida yang dengan demikian 
ikut memelihara keanekaragaman hayati perkebunan 
sekaligus melindungi kesehatan para pekerjanya. 

Sedikit lebih kecil jangkauannya adalah International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC), 
yang erat bekerja sama dengan Rainforest Alliance 
(RA) yang bekerja berdasarkan standar Sustainable 
Agriculture Network (SAN). Keduanya bertujuan agar 
pada perkebunan yang menggunakan sertifikat mereka 
sekaligus memenuhi persyaratan keberlanjutan Energi 
Terbarukan Eropa (EU RED) serta memenuhi peraturan 
keberlanjutan Jerman untuk biofuel dan bioelektrik.

Yang menjadi kriteria-kriteria untuk sebuah standar 
adalah sbb.: Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan 
kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation 
Value, HCV), produksi tanaman pangan biomassa yang 
ramah lingkungan, jaminan kondisi kerja yang aman 
bagi karyawan, mematuhi hak-hak kemanusian, hak-hak 
buruh, hak atas tanah serta mentaati Undang-Undang 
lainnya serta pengenalan praktek manajemen yang baik 
(untuk rincian lihat www.iscc-system.org dan http://www.
rainforest-alliance.org).

Sejalan dengan proses sertifikasi, tiap-tiap perusahaan 
yang bekerja sama dengan LSM-LSM mulai membangun 
rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Didalamnya 
termasuk kerjasama yang dilakukan antara Henkel 
dengan Solidaridad yang memberikan bimbingan kepada 
petani-petani kecil di Honduras. Mereka juga ingin 
menerapkan pendekatan dari WWF, yang menjalin kerja 
samanya dengan sejumlah perusahan untuk membuat 
standar yang lebih baik bagi perkebunan-perkebunan 
baru (WWF 10.01.2012, Henkel 2013).

Lebih jauh lagi, Palm Oil Innovation Group telah 
mendirikan jaringan LSM yang juga ingin mencari 
pendekatan yang jangkauannya melebihi RSPO 
(Greenpeace International 2013A: 5). Yang masih belum 
jelas adalah bagaimana cara melakukan pengontrolan 
ke dalam dan transparensi ke luar dalam proyek-
proyeknya. Inisiatif lain yang juga berkomitmen dalam 
hal ini adalah Sustainable Palm Oil Transformation 
Manifesto, yang sejak awal Desember 2013 banyak 
didiskusikan oleh perusahaan dan LSM. Paralel dengan 
Manifesto tersebut, perusahaan Wilmar menerbitkan 
dokumen yang berjudul “No Deforestation, No Peat, 
No Exploitation Policy.” Dokumen tersebut banyak 
mengandung bagian-bagian yang menyuarakan 
dengan lantang komitmennya untuk tidak melakukan 
deforestasi, tidak membuka perkebunan pada lahan 
gambut dan tidak menjalankan praktek eksploitasi. Pada 
dasarnya, kedua dokumen tersebut hanya menawarkan 
kriteria-kriteria yang sebagian besar sudah ditemukan 
dalam kriteria-kriteria RSPO (Wilmar International, 
2013).

6.2 Forum Minyak Kelapa Sawit 
Berkelanjutan

Pada bulan September 2013, sejumlah perusahaan Jerman 
dari sektor industri dan perdagangan bersama-sama 
dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan 
asosiasi lainnya telah mendirikan “Forum Nachhaltiges 
Palmöl/ German Forum for Sustainable Palm Oil” 
(Forum Jerman untuk Minyak Sawit Berkelanjutan). 
Forum ini didukung oleh Kementerian Negara untuk 
urusan Pangan dan Pertanian. Tujuan dari forum ini 
adalah menyegerakan pengolahan dan penggunaan 
minyak kelapa sawit berkelanjutan di Jerman. Oleh 
karena itu, anggota Forum telah berkomitmen untuk 
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beralih pada penggunaan minyak sawit yang diproduksi 
secara berkelanjutan selambat-lambatnya sampai akhir 
tahun 2014. Sebagai kriteria keberlanjutan berlaku 
sertifikasi dari RSPO atau standar lainnya yang setara 
(misalnya Rainforest Alliance, ISCC). Selain itu, Forum 
tersebut juga ingin mengadakan perbaikan-perbaikan 
pada RSPO.

Tujuan utama dari Forum ini adalah agar 
perusahaan-perusahaan anggota tidak beralih pada 
penggunaan minyak-minyak nabati lainnya, tetapi 
lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki kondisi 
dalam sektor minyak kelapa sawit (untuk rincian lihat 
http://www.forumpalmoel.org http://www.giz.de/de/
mediathek/16873.html
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hasil Angket yang dilakukan pada para Ahli: 
Tuntutan dan Realitas RSPO

Banyak studi yang membahas secara kritis tentang 
efektifitas RSPO mengisyaratkan bahwa RSPO dalam 
bentuknya yang sekarang ini hampir tidak memiliki 
efek yang berarti. Pada saat yang sama terdapat juga 
suara-suara, yang walaupun melancarkan kritiknya 
terhadap penerapan kriteria-kriteria RSPO yang tidak 
memadai, namun masih mengakui adanya upaya untuk 
meningkatkan penerapan kriteria tersebut dengan 
metode pendekatan yang sudah ada, artinya kehadiran 
RSPO lebih baik daripada tidak ada tindakan sama 
sekali. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, 
maka disusunlah sebuah angket yang berisi sejumlah 
pertanyaan, yang dikirimkan kepada para pemangku 
kepentingan di Jerman dan kepada sejumlah LSM di 
wilayah Asia dan Afrika Barat.

Angket tersebut tidak berisi pertanyaan-pertanyaan 
yang disusun secara sistematis, melainkan lebih 
merupakan suatu pengumpulan pendapat yang 
seluruhnya berjumlah 16 pendapat. Peserta angket ini 
masing-masing diwakili dari dua perusahaan, satu dari 
asosiasi perusahaan, dua dari organisasi yang melakukan 
standar dan satu organisasi pengembangan kerja sama. 
Selain itu enam LSM dari Eropa, tiga LSM Asia dan satu 
LSM dari Afrika. 
Hasil angket ini diharapkan dapat menunjukkan tendensi 
atau kecenderungan terhadap prospek RSPO, tanpa harus 
secara statistik membuat pernyataan yang valid.

Angket mengenai Efektivitas RSPO

1. Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO 
dalam bentuknya yang sekarang, mampu menghentikan 
pengrusakan hutan hujan tropis, khususnya hutan primer?
Semua responden setuju bahwa RSPO tidak dapat 
menghentikan penggundulan hutan. Namun, hampir 
setengah dari responden yakin, kalau RSPO mampu 
memperlambat laju deforestasi. 
Hal ini menurut beberapa responden menunjukan bahwa 
RSPO hanya bisa secara selektif memperbaiki situasi di 
beberapa daerah perkebunan, karena situasi politik dan 
hukum yang berbeda-beda. Selain itu, hanya sebagian 
kecil saja dari perkebunan yang dapat disertifikasi, pada 
sisa perkebunan lainnya, RSPO tidak memiliki pengaruh. 
Secara khusus LSM mengkritik bahwa dalam 
menegakkan aturannya, RSPO kurang kuasa 
menghadapi anggota-anggotanya yang sering melanggar 
kriteria-kriteria RSPO.

2. Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO 
dalam bentuknya yang sekarang mampu mengurangi atau 
menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi 
di perkebunan? 
Semua responden sepakat bahwa RSPO tidak dapat 
mengakhiri praktek pelanggaran HAM. Namun, sebagian 
besar responden yakin bahwa lembaga tersebut setidaknya 
menginisiasi perbaikan. 
Dari jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa harus 
ada perbaikan khususnya dalam kerangka hukum dan 
juga dalam pelaksanaannya di negara-negara produsen. 
Dalam hal ini LSM juga mengkritik kurangnya daya RSPO 
dalam menegakkan kriteria-kriterianya yang sering tidak 
dipatuhi oleh anggota-anggotanya.

3. Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO 
dalam bentuknya sekarang ini mampu memperbaiki situasi 
para pekerja di perkebunan? 
Jawaban yang masuk terbagi dua. Sebagian berpendapat, 
bahwa ketentuan RSPO memperbaiki situasi pekerja, 
sebagian lagi tidak. Yang menarik adalah perbedaan 
jawaban dari para LSM. LSM dari Eropa cenderung lebih 
pesimis bahwa RSPO mampu memperbaiki situasi pekerja 
perkebunan, sementara LSM dari Afrika optimis melihat 
adanya perbaikan.

4. Terlepas dari RSPO – apakan hak-hak tenaga kerja 
diberlakukan dan telah diterapkan di perkebunan? 
Hampir semua LSM melihat banyaknya kondisi buruk 
di perkebunan, sedangkan jawaban dari kelompok 
-kelompok lainnya terbagi dua, ada yang positif ada pula 
yang negatif.

5. Apakah ada proses hukum, jika terjadi pelanggaran 
tenaga kerja dan perlindungan lingkungan? 
Beberapa responden tidak menjawab pertanyaan tersebut, 
tiga perempat dari jawaban yang masuk mengatakan 
bahwa pelanggaran tidak atau jarang sekali diproses.

6. Apakah dalam praktek menjalankan peraturan-
peraturan RSPO rawan korupsi? 
Setengah dari responden berpendapat bahwa sistem 
RSPO tidak rentan untuk itu. Demikian juga pendapat 
dari organisasi-organisasi yang menerapkan standar. 
Sebaliknya, ada tujuh suara yang meragukan hal ini. 
Enam dari tujuh suara skeptis ini berasal dari kubu LSM. 
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7. Apakah mungkin, untuk menegakkan standar RSPO 
saat ini diperlukan kontrol yang lebih ketat dari organisasi-
organisasi sertifikasi? 
Lebih dari separuh responden menjawab bahwa 
pengawasan yang ketat akan membawa pada kemajuan 
dalam penegakan standar.

8. Di samping RSPO, apakah Anda juga melihat alasan 
perlunya membuat standar-standar yang lebih luas, yang 
penegakan peraturannya dijamin oleh sebuah sistem 
sertifikasi? 
Jumlah responden yang yakin pada pembentukan struktur 
paralel sama besarnya dengan kelompok yang meragukan 
hal ini. Perusahaan dan LSM dari Utara melihat perlu 
adanya pembentukan struktur paralel, sedangkan LSM 
dari Selatan lebih meragukannya.

Pertanyaan 9 dan 10 berikut terkait dengan Forum 
German for Sustainable Palm Oil, dan hanya diajukan 
pada peserta dari Jerman. Empat dari tujuh responden 
adalah anggota Forum tersebut.

9. Apakah Forum Minyak Sawit Berkelanjutan yang 
didirikan di Jerman mempunyai pengaruh yang kuat untuk 
mendesak perubahan-perubahan dalam RSPO? 
Mayoritas responden menilai, bahwa potensi pasar 
Jerman bersama-sama dengan negara-negara Eropa 
lainnya dapat menjadi pelopor hal ini.

10. Apakah Forum yang didirikan di Jerman punya 
kuasa yang cukup untuk menjadi mitra negosiasi yang 
kuat dalam menghadapi kelompok-kelompok perusahaan 
yang memiliki perkebunan-perkebunan di Indonesia dan 
Malaysia? 
Dalam hal ini, lebih dari setengah menjawab dengan 
skeptis pertanyaan itu. Berulang kali terdapat argumen 
yang menyatakan bahwa hal itu hanya akan membawa 
perpecahan di negara-negara produsen. Sebagian dari 
perusahaan-perusahaan yakin bahwa dengan mematuhi 
standar justru akan memperkuat posisi perusahaan dalam 
pasar. Sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya lebih 
memfokuskan diri pada pelanggan yang tidak menuntut 
standar yang lebih tinggi.
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Potensi dari 
Kesepakatan Sukarela

Jawaban-jawaban yang diterima dalam angket telah 
menunjukkan adanya bermacam-macam tuntutan 
terhadap kinerja dari perkebunan yang menjalankan 
standar dalam kaitannya dengan sertifikasi.

Tetapi banyak juga yang kecewa, karena RSPO 
dalam banyak hal tidak berhasil menunjukkan prestasi 
kerja seperti yang sudah dijanjikannya. Di sisi lain dapat 
dilihat bahwa sebagian besar dari tuntutan-tuntutan 
tersebut tidak bisa dipenuhi, jika pemakaian standar 
bersifat sukarela. 

Pemakaian standar dalam sektor kelapa sawit yang 
diikuti oleh sertifikasi juga telah merambat di sektor-
sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam industri kakao 
dan kopi, sektor kapas atau bahkan dalam industri 
pakaian juga mulai memakai standar sosial yang bersifat 
sukarela. 

Dalam dua dekade terakhir, jumlah label yang 
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga swasta (bukan 
lembaga pemerintah) telah meningkat drastis. 
Diperkirakan bahwa saat ini setidaknya ada 435 label 
yang dikeluarkan untuk bidang lingkungan dan sosial 
(COSA 2013: 1). Jumlah ini belum lagi ditambah dengan 
label-label yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah dalam jumlah besar.

Untuk itu, banyak perusahaan yang bekerja sama 
dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan 
organisasi penerap standar telah memakai labelnya 
sendiri dalam berbagai sektor atau merancang program-
program yang mengarah pada pemakaian label mereka 
(misalnya, Cotton Made in Africa, Pro Planet, Source 
Trust dll). 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas standar 
mereka,  beberapa organisasi  penerap standar 
tersebut bergabung dalam aliansi ISEAL, sebuah 
asosiasi yang didirikan pada tahun 2002 dan saat ini 
beranggotakan 21 organisasi-organisasi implementor 
standar. Mereka harus mentaati aturan-aturan dasar 
yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan 
para anggotanya. Pada akhir tahun 2012, RSPO telah 
bergabung sebagai anggota afiliasi. Untuk menjadi 
menjadi anggota penuh dari asosiasi tersebut, RSPO 
harus memenuhi persyaratan yang lebih tinggi, dan hal 
ini masih dalam pemrosesan.

8.1 Perusahaan menuntut lebih 
banyak Transparansi 
Seperti dalam sektor minyak sawit, kini dalam 
sektor-sektor lain pun, perusahaan sering membeli 
barang yang sudah diproduksi dengan standar. Hal 
ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko terjadinya 
skandal. Sebaliknya, perusahaan lain melihat adanya 
kesempatan strategis untuk membangun rantai nilai yang 
terkontrol melalui sertifikasi, jadi tidak hanya sebagai 
alat untuk meminimalkan risiko, tetapi juga untuk 
memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien serta 
membuat rantai pasok mereka lebih “berkelanjutan” yang 
dengan demikian sekaligus menjamin keberadaannya 
(Steering Committee 2012: 43-46, 56; ISEAL 2011: 11-12).

Meskipun terdapat pertumbuhan tinggi pada 
komoditas bahan baku pertanian yang bersertifikat, 
namun hanya ada sedikit data tentang dampak dari 
penerapan standar. Sebagian besar berasumsi bahwa 
penerapan standar beserta pelaksanaannya akan secara 
otomatis mengarah pada hasil yang positif. Laporan 
tentang dampak sertifikasi sering tidak mendapat 
tanggapan serius dan oleh karenanya tidak didata 
secara sistematis, sehingga tidak berkontribusi dalam 
upaya mencapai perubahan-perubahan terutama 
dalam sektor pertanian. Padahal, kredibilitas dari 
perbaikan-perbaikan yang dijanjikan melalui penerapan 
standar merupakan aspek yang sangat penting baik 
bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Baru dalam 
beberapa tahun terakhir jumlah studi-studi meningkat 
dan mulai dikumpulkan dalam sebuah meta-studi yang 
menyatukan segala permasalahan atau pengalaman-
pengalaman kolektif yang terkait sertifikasi dan standar 
(Steering Committee 2012; ITC 2011a, 2011b, 2011c, 
Blackmore et al 2012). 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
yang menerapkan standarnya sendiri sering membawa 
efek positif pada dirinya. Namun patut dicatat, meskipun 
terbukti berefek positif, saat ini masih tersedia sedikit 
sekali studi atau ilmu pengetahuan mengenai hal itu. 
Oleh karenanya sangat dibutuhkan penelitian-penelitian 
lebih lanjut dengan memperhatikan penggunaan 
metodologi yang konsisten di dalamnya (ITC 2011b: 
ix-x, 23; Steering Committee 2012: Blackmore et al. 2012: 
xiv-xvi).

Dengan latar belakang perdebatan ini -yang juga 
menjadi perdebatan dalam sektor-sektor lainnya- 
sekaligus diharapkan supaya perusahaan-perusahaan 
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pada akhir rantai nilai atau pedagang meminta lebih 
banyak pembuktian pada RSPO – misalnya dalam 
bentuk studi yang dilakukan secara independen – yang 
menyatakan bahwa suatu produksi telah menjadi lebih 
berkelanjutan.

8.2 “Sukarela” versus 
Undang-Undang
“Standar RSPO itu sendiri harus diperkuat dan 
ditegakkan, tetapi selama Undang-Undang nasional 
dan kebijakan negara mengizinkan penggunaan 
tanah pada perusahaan, tanpa menghormati hak-hak 
penduduk, maka penegakan kriteria RSPO akan sulit 
dicapai melalui perusahaan, sehingga dengan demikian 
konflik-konflik akan tetap tak terelakkan” (Colchester 
dan Chao 2013: 398).

Sertifikasi hanya bisa membawa kemajuan, jika 
pelaksanaanya berjalan berdampingan dengan 
peraturan negara: Sertifikasi berfungsi untuk 
meningkatkan standar, sedangkan regulasi berupaya 
agar perusahaan-perusahaan yang lambat bereaksi juga 
diharuskan untuk menerapkan standar yang lebih tinggi. 
Di sisi lain, sertifikasi juga dapat menyebabkan pemimpin 
politik merasa tidak lagi mempunyai keharusan untuk 
melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang, 
sehingga cukup dengan menerapkan standar minimum 
saja (Steering Committee 2012: 25). 

Alasan, mengapa banyak perusahaan Eropa menjadi 
anggota RSPO, sangat mungkin dikarenakan faktor 
untuk meminimalisasi risiko. Saat ini, dalam peraturan 
Uni Eropa tidak terdapat pembatasan impor minyak 
sawit, walaupun minyak tersebut berasal dari sumber 
yang sangat dipertanyakan.

Mengingat banyaknya problem-problem sosial 
dan lingkungan di perkebunan, beberapa perusahaan 
menuntut untuk diadakan perbaikan, walaupun 
mereka tahu bahwa pihak berwenang di negara-negara 
produsen tersebut –kalaupun mau- sangat lambat 
dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran 
hukum: Undang-Undang yang ada diabaikan atau 
dimanipulasi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang 
ada harus dipertajam dan dilaksanakan secara lebih 
konsekuen. Peraturan dalam RSPO juga menyaratkan 
kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional. 

Namun persyaratan tersebut tidak cukup tegas karena 
perumusannya yang terlalu kabur dan ditambah 
dengan tidak adanya mekanisme untuk menegakkan 
pelaksanaannya.

Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah 
keberadaan RSPO dapat dijadikan sebagai “alasan”- 
untuk menstabilkan struktur-struktur yang sudah ada: 
Pihak perusahaan selalu merujuk pada standar yang 
bersifat “sukarela”, yang ingin sesegera mungkin mereka 
penuhi hingga memperoleh lisensi, yang kemudian 
dipakai di beberapa daerah tanpa hukum, atau 
sebaliknya, mereka seakan-akan mendukung standar 
dengan tujuan agar dapat memanfaatkan daerah-daerah 
tanpa hukum tersebut untuk memperluas operasi mereka 
dengan mengorbankan manusia dan alam.
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Kesimpulan dan
Rekomendasi

Pembangunan struktur-struktur berkelanjutan dalam 
budidaya kelapa sawit sedang menghadapi tantangan 
besar: Banyak kritikus meragukan, apakah dengan 
budidaya monokultur dalam area yang sangat luas 
itu memungkinkan terciptanya struktur-struktur 
berkelanjutan yang berorientasi sosial dan ekologis. 
Bukankah kebutuhan akan area yang luas ini otomatis 
menimbulkan terjadinya sengketa tanah dan hal 
ini dapat diamati dalam semua daerah perkebunan. 
Tingginya permintaan tenaga kerja yang sering 
mengharuskan pekerja untuk bekerja di daerah-daerah 
terpencil, pada akhirnya juga membawa risiko yang 
besar bagi pekerja tersebut.

Dengan latar belakang demikian, suatu standar 
yang berfungsi dengan baik pun akan menghadapi 
tantangan yang besar. Hal ini juga berlaku untuk RSPO, 
terutama karena standar ini dalam beberapa hal tidak 
cukup berfungsi dengan baik. 

Untuk menghasilkan keberlanjutan yang lebih 
besar, sebuah proses idealnya dibagi menjadi empat 
tahap, yang juga disebut sebagai “4 D” (SustainAbility 
2011: 12):

 • Define – definisi standar yang mengarah pada 
keberlanjutan yang lebih besar;

 • Deliver – mencapai keberlanjutan yang lebih baik 
melalui pengembangan kapasitas, keahlian, hubungan 
relasi, infrastruktur dan jaringan kerja; 

 • Demonstrate – membuktikan bahwa hasilnya benar 
“lebih berkelanjutan”;

 • D e m a n d  –  mencipta ka n p ermintaa n pada 
produk- produk berkelanjutan.

Seberapa jauh masalah-masalah di seputar RSPO akan 
terlihat saat “4 D” tersebut dijadikan sebagai patokan. 

Seperti ditunjukkan dalam Bab 4, yang patut 
dipertanyakan adalah, apakah standar cukup untuk 
menjamin keberlanjutan yang diperlukan. Lebih lanjut 
lagi pertanyaannya adalah, apakah standar diterapkan 
sedemikian rupa, sehingga benar-benar dapat mengarah 
pada keberlanjutan yang lebih besar. 

Fakta menunjukkan bahwa kemajuan memang telah 
dicapai, namun sejauh ini hanya dalam kasus-kasus 
tertentu saja. Tidak ada penelitan yang komprehensif 
dan independen yang menuliskan dampak dari 
perusahaan-perusahaan yang (seharusnya) menerapkan 
standar dan lahan-lahan yang bersertifikat.

Banyak komunitas masyarakat yang terkena 
dampak ekspansi perkebunan sama sekali tidak tahu 

tentang hak-hak mereka, maupun tentang kriteria-
kriteria RSPO yang dapat mereka jadikan sebagai 
acuan, jika terjadi konflik. Mereka juga tidak memiliki 
akses atau jikapun ada, maka akses yang sangat 
terbatas pada dokumen-dokumen yang telah dibuat 
oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka membuka 
perkebunan mereka. Semua ini merupakan faktor-faktor 
yang menujukkan fakta bahwa mereka sebelumnya 
tidak mendapat informasi tentang hal itu, sehingga 
tidak dapat membuat keputusan yang bebas dan 
sukarela seperti yang diwajibkan dalam peraturan FPIC 
(Colchester dan Chao 2013: 384). 

Sebagian besar penelitian mengenai kondisi 
buruk dalam sektor minyak kelapa sawit sampai pada 
kesimpulan bahwa hal tersebut dapat diperbaiki, jika 
kriteria-kriteria RSPO ditegakkan secara konsekuen. 
Penegakan inilah yang sering tidak memadai dalam 
banyak kasus. Hal ini dikarenakan adanya celah atau 
kesenjangan yang besar dalam memantau kepatuhan 
terhadap standar. Selain itu juga tidak terdapat 
mekanisme-mekanisme sanksi yang efektif.

Masalah utama tetap terletak pada kelambanan 
dari pihak pemerintah di negara-negara produsen. Jika 
hukum yang berlaku benar-benar diterapkan dengan 
ketat, maka itu akan dapat menghentikan sebagian 
besar praktek-praktek buruk. Hasil angket yang 
dilakukan pada berbagai pemangku kepentingan juga 
menunjuk ke arah yang sama. 

Selain itu, terlihat semakin banyak perusahaan 
yang tidak puas dengan situasi saat ini. Oleh karenanya, 
banyak pemangku kepentingan yang berusaha membuat 
RSPO lebih efisien atau mencoba membangun struktur 
paralel. Dengan demikian, Forum Minyak Sawit 
Berkelanjutan juga merupakan salah satu upaya untuk 
mereformasi RSPO dari dalam. Dalam perdebatan 
tentang masalah-masalah seputar budidaya kelapa 
sawit, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua 
perusahaan akan menghadapi masalah besar, oleh 
karenanya sangat penting untuk selalu memantau 
kondisi-kondisi produksi dari perusahaan-perusahaan 
yang tidak berasosiasi dalam RSPO.

Selain itu, timbul banyak pertanyaan tentang 
struktur permintaan minyak sawit. Salah satu yang 
masih menjadi masalah besar adalah bagaimana 
menjual minyak sawit berkelanjutan lengkap dengan 
segel dan biaya tambahannya. Sekitar setengah dari 
minyak sawit bersertifikat dijual sebagai minyak 
sawit konvensional. Masalah lain adalah tingginya 
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permintaan yang terus meningkat terutama di Asia. 
Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tanpa melibatkan 
pelanggan dari Asia untuk ikut dalam perdebatan 
keberlanjutan, maka kemajuan yang menyeluruh dalam 
budidaya pohon kelapa sawit tidak akan dapat dicapai. 
Hal ini perlu untuk menghindari terbentuknya dua 
pasar yang menjual minyak sawit dari perkebunan baru, 
yang mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang 
kritis bagi konsumen Asia. Masalah mendasar lainnya 
adalah bahwa permintaan minyak sawit akan terus 
meningkat dan hal ini akan menimbulkan konflik dalam 
membuka perkebunan-perkebunan baru di masa depan.

Rekomendasi untuk RSPO

RSPO memiliki potensi untuk berkontribusi dalam 
mencari solusi dari banyak konflik. Untuk itu dibutuhkan 
perbaikan-perbaikan dalam beberapa bidang sbb:

Sertifikasi:
 • memfasilitasi produsen-produsen kecil agar dapat 
mengakses sertifikasi RSPO dan RSPO-RED.

 •
Rantai Suplai:

 • Untuk meningkatkan transparansi pada rantai suplai, 
maka harus dilakukan peralihan kepada model 
Segregation secara bertahap; model rantai Mass 
Balance hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus 
khusus saja dan model Book & Claim harus dihentikan, 
setelah periode transisi. 

 •
Kriteria:

 • Kriteria-kriteria harus diperketat, misalnya dengan 
melakukan pengecualian penanaman pada lahan 
gambut dan dengan membuat persyaratan yang lebih 
konsisten dalam perolehan FPIC. 

 • Penegakan kriteria harus dijamin, khususnya dalam 
Prosedur Penanaman Baru.

 •
Pengawasan:

 • Mekanisme untuk memantau penegakan kriteria perlu 
diperbaiki, misalnya dengan membuat persyaratan 
minimum untuk audit dan auditor. 

Prosedur Pengaduan dan Sanksi:
 • Prosedur pengaduan harus direformasi sedemikian 
rupa, sehingga para korban mendapat informasi 
tentang adanya akses dan sekaligus mendapatkannya 

dengan mudah, serta dapat menggunakan akses 
tersebut dengan biaya murah dan dapat melakukannya 
sendiri tanpa bantuan dari luar. 

 • Pembuktian harus dibalik, artinya bukti juga harus 
datang dari pihak perusahaan, sehingga dalam kasus 
sengketa, perusahaan harus membuktikan bahwa 
mereka telah mematuhi Undang-Undang dan standar. 

 • Pada pelanggaran kriteria, harus ada proses yang 
transparan dan mekanisme sanksi yang tegas, sampai 
dengan sanksi pemecatan dari keanggotaan..

Rekomendasi untuk LSM dan Lembaga Keagamaan

Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di 
perkebunan dan pada pengoperasian perkebunan 
merupakan masalah pokok bagi mereka yang 
terkena dampak dari praktek-praktek buruk dalam 
pembudidayaan kelapa sawit. Oleh karena itu, sangatlah 
penting untuk memberikan dukungan langsung kepada 
masyarakat yang terkena dampak:

 • Memberi dukungan yang lebih besar kepada para 
korban daripada masa-masa sebelumnya, para korban 
harus tahu tentang hak-hak mereka serta harus mampu 
menegakkannya, demikian juga untuk memanfaatkan 
fasilitas prosedur pengaduan, terutama pada saat 
sebelum pembukaan perkebunan baru (dalam rangka 
New Plantings Procedure).

 • Perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat dalam 
RSPO juga harus lebih banyak dihimbau untuk 
mempublikasikan pelanggaran-pelanggaran, serta 
membangun struktur penanaman yang berkelanjutan.

 • Mendorong pembentukan jaringan kerja antara para 
korban dengan LSM-LSM berdedikasi di daerah-daerah 
perkebunan, sehingga para korban dapat membagi 
pengalaman mereka tentang kasus-kasus berkonflik, 
serta agar mereka dapat saling mendukung satu sama 
lainnya dan dapat bersama-sama mengembangkan 
strategi.

 • Mengingat akan dampak sosial dan lingkungan yang 
ditimbulkan dari budidaya kelapa sawit berskala besar, 
maka harus ada upaya untuk mengurangi penggunaan 
kelapa sawit guna membatasi dampak tersebut. 

 • Pelanggaran dan kondisi buruk dalam perkebunan 
harus diinformasikan pada masyarakat melalui 
penelitian, publikasi dan kampanye. Kepentingan 
umum dapat mendesak perusahaan dan pemerintah 
agar menangani permasalahan.
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Dalam Komite Ketahanan Pangan Dunia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (CFS) telah disusun panduan tentang 
masalah hak atas tanah dan disahkan pada bulan Mei 
2012. Panduan tersebut mendefinisikan suatu kerangka 
kerja yang komprehensif untuk menangani masalah 
tanah dengan menitikberatkan pada aspek hak asasi 
manusia. Ini merupakan kemajuan besar: Tujuan dari 
panduan ini adalah untuk memberikan perlindungan, 
khususnya pada lebih dari 500 juta petani kecil 
di seluruh dunia yang mata pencahariannya dari 
pertanian, peternakan, perikanan dan pengumpulan 
hasil hutan.

 Di dalam panduan itu, pemerintahan dan 
negara-negara diminta untuk memberikan pengakuan 
kepada rakyatnya atas hak-hak tanah mereka serta 
menghormatinya. Untuk memfasilitasi hal ini, maka 
yang pertama sekali dilakukan adalah mengidentifikasi 
hak-hak atas tanah yang sah serta mencatatnya. Dalam 
hal ini secara tegas dinyatakan bahwa proses ini tidak 
boleh hanya menyangkut hak atas tanah secara formal, 
tetapi juga termasuk hak guna informal.

Panduan ini juga menggambarkan, bagaimana 
merancang proses penga lihan tana h dengan 
menghormati hak asasi manusia atas pangan, 
hak kepemilikan serta hak penggunaan tanah 
oleh penduduk setempat. Dengan demikian perlu 
diadakan konsultasi dengan penduduk setempat serta 
menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan 
pada penduduk dan lingkungan. Setiap negara harus 
mengeluarkan pada tingkat nasional peraturan-
peraturan yang mencakup investasi tanah berskala 

besar. Dokumen tersebut tidak hanya berisi standar 
minimum pada investasi tanah, melainkan juga 
berisi panduan untuk pengakuan dan perlindungan 
hak milik dan hak guna, untuk perbaikan struktur 
administrasi, untuk pelaksanaan reformasi pertanian 
serta untuk memerangi korupsi.

Perusahaan harus berhati-hati dalam menyikapi 
penduduk setempat, sehingga tidak melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak penduduk 
ybs. Dalam konteks ini dipakai istilah „due diligence“, 
yang oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011 dijadikan 
sebagai Panduan untuk Perusahaan dan Hak Asasi 
Manusia: Dalam “UN Guiding Principles of Business 
and Human Rights” pihak perusahaan diminta secara 
tegas untuk menunjukkan kepatuhan pada hak asasi 
manusia dalam semua operasi perusahaan mereka.

FAO  m e ny e r u k a n  s e mu a  n e g a r a  u nt u k 
mengimplementasikan panduan tersebut dan 
memantau pelaksanaannya serta mengevaluasi 
konsekuensi-konsekuensinya. Selain itu, FAO 
menghimbau agar pemerintah mendukung platform 
untuk berbagai pemangku kepentingan baik di 
t ingkat lokal, wilayah maupun nasional yang 
bertujuan untuk mendorong pelaksanaan panduan 
tersebut serta meninjau kemajuan-kemajuannya. 
Selain itu juga disarankan agar lembaga-lembaga 
kerjasama pembangunan internasional serta PBB 
ikut mendukung pemerintah dalam melaksanakan 
panduan tsb. serta mendorong kerjasama Selatan-
Selatan yang lebih kuat dalam penanganan hak-hak 
atas tanah (FAO 2012).

Panduan Kesukarelaan mengenai Tata kelola yang Bertanggung jawab terhadap 
Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan 

Rekomendasi untuk Pemerintah 
Negara-negara Produsen 

Sebagian besar konflik yang terjadi dengan 
perusahaan-perusahaan dalam RSPO tidak akan timbul, 
jika pihak yang berwenang dapat menerapkan hukum 
yang berlaku secara konsisten:

 • Dalam pengambilan keputusan, pemerintah di 
negara-negara produsen harus memperhatikan 
kepentingan dan hak-hak orang-orang yang 
menggunakan tanah.

 • Untuk menjamin perlindungan hak-hak petani kecil 
dan masyarakat lokal, pemerintah harus melaksanakan 
panduan FAO ((lihat boks) dan membentuk kerangka 
hukum yang komprehensif untuk menangani masalah 
pertanahan. 

 • Menegakkan Undang-Undang Nasional, meratifikasi 
konvensi ILO (khususnya konvensi-konvensi inti ILO 
dan Konvensi Adat) -sejauh hal ini belum dilakukan- 
dan mengontrol apakah konvensi-konvensi tersebut 
diterapkan pada perkebunan dan pada pengolahan 
kelapa sawit.
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Rekomendasi untuk Pemerintah Negara Jerman 

Pemerintah Jerman harus aktif baik pada tingkat 
nasional maupun internasional dalam penegakan 
hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan 
budidaya kelapa sawit:

 • Pemerintah Jerman harus menuntut perlunya hukum 
yang mengatur standar sosial dan lingkungan di 
tingkat internasional. Standar ini harus dipatuhi 
oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara 
internasional termasuk seluruh rantai nilainya. 
Standar-standar harus diperketat dan pelanggarannya 
akan dikenai sanksi pada perusahaan terkait. 
Standar-standar tersebut misalnya „Panduan OECD 
bagi Perusahaan Multinasional“. OECD adalah 
sebuah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi 
dan Pembangunan yang saat ini bergabung 34 
negara-negara maju dan negara-negara industri baru 
didalamnya. Standar lain misalnya „United Nation 
Guiding Principles“.

 • Sebagai syarat untuk masuk ke bursa saham, setiap 
perusahaan harus memberikan laporan yang 
komprehensif tentang kondisi sosial, hak asasi 
manusia dan kondisi ekologis dalam seluruh rantai 
pasokan perusahaan.

 • Seperti pada produk makanan (yaitu peraturan yang 
mewajibkan penandaan atau pencantuman nama minyak 
sawit sebagai bahan komposisi dalam produknya), maka 
pada produk-produk lain, yang juga mengandung minyak 
kelapa sawit seperti kosmetik, deterjen, lilin, bahan bakar, 
dll. seharusnya juga diwajibkan untuk mencantumkan 
komposisinya secara jelas.

 • Pada tahun 2012 Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah 
mulai mengembangkan rancangan konvensi-konvensi 
tentang perlindungan hak-hak petani berskala kecil. 
Pelaksanaan konvensi tersebut nantinya mirip 
dengan konvensi untuk perlindungan anak-anak 
atau perlindungan kelompok-kelompok masyarakat 
pribumi. Pemerintah Jerman harus secara aktif 
mendukung proses pengembangan tersebut.

Rekomendasi untuk Uni Eropa 

Meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk 
produksi biofuel dalam rangka Regulasi RED Uni Eropa 
telah menyebabkan peningkatan impor ke Eropa: 

 • Oleh karena dampak iklim yang tidak jelas, masalah 
sosial dan lingkungan yang parah di perkebunan, 

serta kondisi bersaing dalam penggunaan minyak 
sawit untuk makanan, maka pemanfaatan minyak 
sawit sebagai bahan bakar seharusnya dihentikan, 
sampai semua isu-isu tersebut diklarifikasi.

Rekomendasi untuk Perusahaan 
pengolah minyak sawit 

Di Jerman terdapat banyak perusahaan yang mengolah 
atau menggunakan produk yang berasal dari minyak 
sawit: 

 • Perusahaan harus menuntut RSPO untuk:
 –  meningkatkan pengawasan terhadap kriteria-kriteria, 
 –  menuntut produsen agar menangani kondisi-kondisi 

buruk dengan memberikan batas waktu,
 –  menja lan kan mekanisme pemecatan dari 

keanggotaan RSPO. 
 • Perusahaan harus membentuk rantai pasokan 
mereka sedemikian rupa, hingga mereka tahu 
asal-usul minyak sawit yang mereka olah. Untuk 
itu, mereka harus memperkuat pendekatan system 
mata rantai yang positif dalam RSPO ataupun dalam 
standar-standar lainnya dengan cara pembelian 
minyak sawit yang segregate.

 • Meniadakan penggunaan sertifikasi melalui sertifikat 
Book & Claim

Rekomendasi untuk Pedagang Eceran/Ritel

Semakin banyak pedagang ritel yang membuat label 
sendiri untuk produk mereka yang mengandung 
minyak kelapa sawit, sehingga dengan demikian 
mereka juga berpengaruh besar pada produsen atau 
pabrikan yang memproduksi barang-barang bernama 
(bermerek):

 • Pengecer harus menetapkan persyaratan bagi pemasok 
mereka dan meminta bukti pemenuhan standar sosial 
dan lingkungan. 

 • Pengecer harus bernegosiasi dengan produsen barang 
bermerek agar menggunakan minyak sawit segregate 
bersertifikat sebagai syarat untuk penjualan barang.

Rekomendasi untuk Perbankan dan Investor 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dan 
pabrik-pabrik pengolah memerlukan investasi yang 
besar, yang sebagian besar dibiayai oleh penerbitan 
saham, obligasi dan pinjaman: 
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 • Siapa yang menginvestasikan uangnya dalam 
perusahaan-perusahan pengolah kelapa sawit dan 
memberi pinjaman pada perusahaan tersebut, maka 
orang tersebut harus meminta lebih dahulu informasi 
teruji tentang situasi sosial, hak asasi manusia dan 
situasi lingkungan di perkebunan dan di pabrik 
pengolahan sebagai persyaratan sebelum transaksi 
dibuat.

Rekomendasi untuk Warga Masyarakat

Konsumen yang membeli produk yang dibuat dari 
minyak kelapa sawit juga memiliki pengaruh pada 
produsen dan pada pemerintah:

 • Langkah pertama mungkin dimulai dari pengecekan 
pada pedagang ritel, dari mana minyak sawit berasal, 
dan dalam kondisi apa, minyak sawit tersebut 
ditanam, dipanen dan diolah.

 • Warga harus menuntut pada Pemerintah Jerman 
untuk mengubah kerangka hukum sedemikian rupa, 
agar perusahaan wajib memberi informasi tentang 
rantai pasokan mereka, serta harus bertindak secara 
bertanggung jawab.

 • Warga yang ingin berinventasi dianjurkan untuk tidak 
melakukan investasi pada perusahaan kelapa sawit 
yang tidak mempunyai strategi-strategi keberlanjutan 
yang efektif.

 • Ikut mendukung kampanye-kampanye yang dilakukan 
oleh kelompok-kelompok dan inisiatif-inisiatif yang 
berkecimpung dalam tema kelapa sawit.

 • Warga dapat mengurangi penggunaan produk-produk 
yang mengandung minyak sawit dalam pola konsumsi 
mereka atau mencari produk-produk alternatif yang 
tidak mengandung minyak sawit.
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Bab 10

Ringkasan

Produksi minyak kelapa sawit telah meningkat sepuluh 
kali lipat dalam waktu 30 tahun terakhir. Meningkatnya 
permintaan itu disebabkan karena pemanfaatan bahan 
baku sawit yang sangat beragam, walaupun pada 
umumnya minyak sawit digunakan untuk bahan pangan. 
Oleh karena pertumbuhan penduduk dunia terus 
bertambah yang disertai dengan tingkat pendapatan 
yang juga meningkat – terutama di India dan Cina – 
telah menyebabkan permintaan minyak nabati yang 
berkualitas tinggi semakin meningkat. Selain itu, minyak 
kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku dalam 
industri kimia, sebagai bahan bakar dan sebagai sumber 
energi yang murah.

Peningkatan konsumsi minyak sawit secara global 
telah menyebabkan ekspansi lahan pertanian yang terus 
menerus, tidak hanya di Malaysia, Indonesia dan Papua 
Nugini, tetapi juga di negara-negara di Afrika serta di 
Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam banyak 
kasus, ekspansi tersebut memberi efek negatif pada 
manusia dan lingkungan serta menimbulkan masalah 
besar. Banyak laporan dan penelitian membuktikan 
bahwa untuk pembudidayaan kelapa sawit, masih banyak 
hutan hujan yang ditebang, penggusuran penduduk 
yang dilakukan dengan kekerasan ataupun pembayaran 
kompensasi yang jumlahnya tidak memadai. Selain itu, 
sebagian besar kondisi kerja di perkebunan tidak sesuai 
baik dengan standar internasional maupun dengan 
hukum setempat.

Untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan 
ekologis tersebut Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) didirikan pada tahun 2004 atas inisiatif 
dari industri dan masyarakat sipil yang bertujuan 
untuk mempromosikan produksi dan penggunaan 
produk-produk minyak sawit berkelanjutan. Untuk itu 
dikembangkan kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan 
oleh semua perusahaan yang menjadi anggota RSPO.

Namun, sejumlah studi juga menunjukkan 
bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memiliki 
sertifikatpun tidak atau kurang memenuhi kriteria-
kriteria RSPO dalam membangun dan mengoperasikan 
perkebunan mereka. Hal ini disebabkan oleh dua 
hal: Adanya celah atau kesenjangan besar dalam 
pemantauan terhadap kepatuhan pada standar, serta 
tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.

15 persen produksi minyak sawit dunia dihasilkan 
dari lahan pertanian yang bersertifikat RSPO. Namun 
sampai sejauh ini, jumlah tersebut tidak dapat dijual 
lengkap dengan segel dan biaya tambahannya. Sampai 

saat ini, sekitar setengahnya dijual di pasar sebagai 
minyak sawit konvensional. Dengan terbentuknya 
Forum Minyak Sawit berkelanjutan di Jerman pada 
bulan September 2013, perusahaan- perusahaan 
industri makanan tersebut berkomitmen untuk 
mendukung pembelian minyak sawit berkelanjutan. 
Mereka juga mengupayakan agar sistem Book & Claim 
yang memungkinkan perdagangan sertifikat secara 
independen yaitu terlepas dari produk minyak sawit itu 
sendiri, dapat dialihkan ke sistem Segregation. 

Kepentingan ekonomi yang diwadahi dalam 
Forum Minyak Sawit Berkelanjutan Jerman serta 
peraturan Uni Eropa yang mulai berlaku pada akhir 
tahun 2014 (peraturan yang mewajibkan penandaan 
atau pencantuman nama minyak sawit sebagai 
bahan komposisi dalam produk-produk jadi), telah 
menimbulkan pertanyaan, bagaimana merespons 
inisiatif sukarela yang diluncurkan oleh pihak industri 
Jerman tersebut. Apakah perbaikan- perbaikan 
dalam RSPO bisa dilakukan, atau apakah akan lebih 
berhasil, jika instrumen negara dipakai untuk melawan 
pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum 
lingkungan hidup?

Hasil dari penelitian-penelitian independen 
menunjukkan bahwa hanya beberapa perkebunan 
saja yang dapat menunjukkan kemajuan nyata berkat 
sertifikasi RSPO. Sebagai landasan diskusi tentang hal 
tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengkaji fungsi, 
efek dan kelemahan-kelemahan dari RSPO. Di samping 
itu juga diadakan angket yang melibatkan 16 pakar 
terkait, yang memberikan penilaian mereka terhadap 
perkembangan pasar minyak sawit. Responden-
responden ini mewakili pihak-pihak perusahaan, 
organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. 
Dari jawaban mereka tentang pertanyaan mengenai 
kelemahan-kelemahan RSPO, terlihat adanya kesamaan 
pendapat yang menyatakan bahwa: RSPO belum 
menunjukkan kinerja kerja seperti yang dijanjikannya. 
Pada saat yang sama juga terlihat jelas bahwa kondisi-
kondisi buruk tidak bisa dihilangkan hanya dengan 
penerapan standar yang bersifat sukarela, melainkan 
pemerintah dari negara-negara produsen juga harus 
dapat menerapkan Undang-Undang yang berlaku serta 
berani menunjukkan batasan-batasan pada perusahaan-
perusahaan bisnis.

Selain itu, mekanisme pengaduan RSPO tidak 
dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat 
yang terkena dampak. Sebagian besar penduduk yang 
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terkena dampak perluasan perkebunan sama sekali tidak 
mengetahui tentang hak-hak mereka maupun kriteria-
kriteria RSPO, yang dapat mereka jadikan acuan jika 
terjadi konflik. Mereka sering tidak memiliki akses atau 
– kalaupun ada – terbatas sekali untuk bisa mengakses 
dokumen-dokumen yang telah disusun oleh perusahaan 
yang hendak mendirikan perkebunan mereka. 
Akibatnya, mereka tidak terinformasi dengan baik, 
sehingga tidak memungkinkan mereka dapat membuat 
keputusan yang bebas: Haruskah mereka mengizinkan 
penanaman kelapa sawit di lahan mereka atau tidak.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang telah 
disebutkan di atas, sampai sekarang RSPO merupakan 
satu-satunya instrumen yang relevan, yang memuat 
standar-standar kualitas untuk mengevaluasi budidaya 
kelapa sawit. Tulisan ini tidak hanya mengkaji tentang 
hal-hal tersebut, tetapi pada saat yang sama juga ingin 
mencari cara untuk menjadikan RSPO sebagai sebuah 
lembaga yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, tentu 
saja diperlukan perubahan-perubahan yang menyeluruh.

Akhir kata, harus diakui bahwa persoalan-persoalan 
terkait budidaya kelapa sawit telah jauh melampaui 
kapasitas RSPO. Oleh karenanya, tulisan ini diakhiri 
dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan 
kepada pemerintah negara-negara produsen, kepada 
Pemerintah Negara Jerman dan Uni Eropa. Juga 
pihak pemangku kepentingan lembaga keagamaan 
dan organisasi-organisasi non-pemerintah diharapkan 
dapat turut berkontribusi untuk mendukung masyarakat 
yang terkena dampak dalam memperjuangkan hak-hak 
mereka.
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